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PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK
Oleh

WIRDA HARMANITA

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai beragam
tujuan. Aktivitas didalam instansi pemerintah selalu diarahkan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemanfaatan sumber daya manusia
yang efektif dan terarah menjadi kunci peningkatan Kkinerja pegawai bagi
organisasi yang menjalankan aktivitas kegiatannya, baik pemerintah daerah
maupun pusat, didalam organisasi ataupun instansi pemerintah ada faktor-faktor
yang mempengaruhi Kinerja pegawai salah satunya melalui kompetensi kerja.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis
kompetensi dan kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan serta pengaruhnya. Metode yang digunakan adalah
deskriptif dan kuantitatif; Sampel yaitu pegawai sebanyak 66 orang. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi
serta analisis data secara deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Hasil
penelitian ini yaitu hasil tanggapan responden mengenai kompetensi kerja pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam
kategori setuju, hal ini menandakan bahwa dalam bekerja, kompetensi kerja yang
ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pegawai. Hasil tanggapan
responden mengenai kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan dalam kategori setuju hal ini menandakan bahwa dalam
bekerja pegawai sudah dapat merasa puas dengan apa yang diberikan instansi, hal
itu dapat berupa kompetensi kerja yang sesuai dan lingkungan kerja yang nyaman.
Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi kerja terhadap
variabel kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan.

Kata Kunci : Kompetensi Pegawai, Kinerja
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EFFECT OF EMPLOYEE COMPETENCY ON EMPLOYEE PERFORMANCE
AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE
BOARD PELALAWAN DISTRICT

ABSTRACT
By :

WIRDA HARMANITA

Government agencies are organizations that have a variety of goals.
Activities within government agencies are always directed to achieve
predetermined goals. Effective and directed utilization of human resources is the
key to improving employee performance for organizations that carry out their
activities, both local and central governments, within organizations or
government agencies there are factors that affect employee performance, one of
which is through work competence. The purpose of this study is to determine and
analyze the competence and performance of employees at the Secretariat of the
Regional People's Representative Council of Pelalawan Regency and their
influence. The method used is descriptive and quantitative; The sample is 66
employees. Data collection techniques through observation, questionnaires,
interviews and documentation as well as descriptive data analysis through a
quantitative approach. The results of this study are the results of respondents’
responses regarding work competencies at the Secretariat of the Regional House
of Representatives of Pelalawan Regency in the agreed category, this indicates
that in work, work competencies are determined according to the abilities and
needs of employees. The results of respondents’ responses regarding performance
at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Pelalawan Regency
in the agreed category, this indicates that in working employees can feel satisfied
with what is given by the agency, it can be in the form of appropriate work
competencies and a comfortable work environment. There is a significant effect of
the work competence variable on the performance variable at the Secretariat of
the Regional Representative Council of Pelalawan Regency.

Keywords: Employee Competence, Performance
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), reformasi
birokrasi dalam tubuh pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan. Reformasi
birokrasi diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan
proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi serta komunikasi kelembagaan
antara pusat dan daerah, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja,
maka perlu di dukung oleh kompetensi pegawai yang sesuai dengan tuntutan
lingkungan dewasa ini. Tuntutan lingkungan tersebut, adalah organisasi yang
dapat memenuhi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pelanggan
yang antara lain berupa pemberian pelayanan yang tertib, mudah dan cepat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan di
daerah. Oleh karena itu, paradigma pemerintahan ini bersifat desentralistik,
sehinga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tumbuh dan berkembang
dari masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh
masyarakat secara keseluruhan. Terjadinya berbagai perubahan paradigma
pemerintahan, merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka adaptasi
terhadap kecenderungan berbagai tuntutan, terutama tuntutan pelayanan publik

kepada pemerintah. Oleh karena itu upaya mewujudkan suatu lembaga atau



instansi pemerintah yang berkualitas merupakan langkah yang strategis guna
mengantisipasinya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan
kemampuan berbagai sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia aparatur
pemerintah yang baik, sehingga pelaksanaan tugas dapat dicapai secara
berdayaguna dan berhasil guna.

Setiap organisasi pemerintah di tuntut untuk dapat mengoptimalkan
sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengolahan
sumber daya manusia dimulai dari proses pengelolaan. Pengelolaan sumber daya
manusia yang matang harus dimulai dari awal karena nantinya akan sangat
menentukan keberlangsungan suatu organisasi. Hal ini menjadi tanggung jawab
manajemen atau pimpinan suatu organisasi, karena itu manajemen harus membuat
perencanaan yang matang, menyusun strategi yang efektif serta mampu
mengkoordinasikan semua komponen organisasi pada umumnya dan sumber daya
pada khususnya (Sutrisno, 2009). Sumber daya adalah orang-orang yang
memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreatifitas dan usahanya pada suatu organisasi.

Menurut Hasibuan (2012) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur
proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sumber daya
manusia dibutuhkan keberadaannya pada semua organisasi maupun perusahaan,
oleh karena itu manajemen sumber daya manusia perlu mengetahui karakteristik
individu untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai beragam

tujuan. Aktivitas didalam instansi pemerintah selalu diarahkan untuk mencapai



tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemanfaatan sumber daya manusia
yang efektif dan terarah menjadi kunci peningkatan Kinerja pegawai bagi
organisasi yang menjalankan aktivitas kegiatannya, baik pemeritnah daerah
maupun pusat, didalam organisasi ataupun instansi pemerintah ada faktor-faktor
yang mempengaruhi Kinerja pegawai.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip
sebagai berikut (Pasal 3) :

a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan.
g. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
h. profesionalitas jabatan.
Pegawai ASN berfungsi sebagai (Pasal 10) :
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan

c. perekat dan pemersatu bangsa.



Adapun tugas ASN adalah (Pasal 11) :

1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 pasal 12).
Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan sebagai lembaga pemerintahan memiliki
peranan yang sangat penting dalam mencari calon pegawainya pun mempunyai
syarat-syarat tertentu. Pada penelitian ini peneliti fokus melakukan penelitian pada
pegawai bagian umum. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan,
kearsipan, kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub bagian umum
dan kepegawaian mempunyai fungsi; Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

a. membuat dan melaksanakan program kerja/kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;
b. menyusun dan membuat pembagian tugas bawahan sebagai pedoman kerja
sesuai bidang tugas dan tanggung jawab agar terciptanya pemerataan

tugas;



. menyusun petunjuk teknis tata naskah dinas, tata kearsipan dan indek surat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. mengelola agenda surat masuk dan surat keluar;

. mendistribusikan/membagikan dan mengirim surat-surat sesuai dengan
tujuannya;

. menyimpan dan memelihara naskah dinas dan arsip agar terciptanya tertib
administrasi;

. menyiapkan dan melaksanakan pembuatan surat tugas dan surat perintah
perjalanan dinas sekretariat DPRD;

. menginventarisasi permasalah-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugas sebagai bahan penyelesaian masalah dan penyusunan

kebijakan atasan;

i. mengelola tertib administrasi kepegawaian;

j. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian daftar hadir dan cuti

pegawai;

. menertibkan administrasi DP3 atau SKP;

. membuat dafatar urut kepangkatan (DUK);

. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi sumpah atau
janji pegawai, pensiun, dan pemberian penghargaan serta peningkatan
ksejahteraan pegawai;

. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kartu pegawai,

Karis atau Karsu, Taspen dan Askes Pegawali;

. mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala;



p. menyiapkan dan membuat bahan administrasi mutasi pegawai;

g. melakukan pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas bawahan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sumber daya dalam pemerintahan disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau PNS. Pegawai Negeri Sipil menutut UU No. 43/1999 pasal 1 adalah
keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kewajiban
kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Hal yang
dapat dilihat oleh instansi dalam mencapai hasil yang maksimal dalam
pengelolaan sumberdaya manusia untuk organisasi adalah bisa dilihat dari kinerja
pegawainya.

Kinerja pegawai adalah suatu proses yang dikerjakan seseorang dalam
menyelesaikan suatu kegiatan sesuai dengan bidang yang dikerjakannya. Ini
sesuai dengan pendapat menurut Malthis (2006) kinerja dapat diartikan
pencapaian sebuah tugas, dimana pegawai dalam bekerja sesuai dengan program
kerja organisasi. Dalam permasalahan untuk mendorong Kkinerja pegawai yang
optimal instansi dapat melihat dari segi kompetensi pegawai.

Menurut Siagian (2009), kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu kompensasi, kompetensi, lingkungan Kkerja, budaya organisasi,
kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan kepuasan kerja dan komunikasi. Faktor-
faktor tersebut akan mempengaruhi pada peningkatan maupun penurunan kinerja

pegawai, yang nantinya akan berdampak pada organisasi maupun perusahaan.



Dari hasil observasi diketahui kinerja pegawai bagian umum di Sekretariat
DPRD Kabupaten Pelalawan dalam kategori cukup rendah, hal ini ditandakan
dengan kurangnya disiplin kerja pegawai terkait dengan jam masuk, istirahat dan
pulang kerja yang tidak ditaati oleh pegawai sehingga dalam meyelesikan laporan
membutuhkan waktu yang lama dan kurangnya motivasi yang ada dalam diri
pegawai untuk dapat bekerja dengan optimal. Hal tersebut memberikan dampak
yang negatif terhadap kinerja pegawai.

Tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kinerja yang positif dari
pegawainya, sebaliknya organisasi akan menghadapi hambatan dalam pencapaian
tujuan manakala kinerja para pegawai tidak efektif dalam arti tidak dapat
memenuhi tuntutan pekerjaan yang dinginkan oleh organisasi (Achmad, 2009).
Oleh karena itu, keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja dari
pegawainya

Dalam meningkatkan kinerja pegawai diperlukan kompetensi yang
memadai. Kompetensi mempunyai peranan yang amat penting, karena pada
umumnya kompetensi menyangkut kemampuan dasar seseorang untuk melakukan
suatu pekerjaan (Moeheriono, 2009). Selama ini banyak instansi pemerintah yang
belum mempunyai pegawai dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan
dengan rendahnya produktivitas pegawai dan sulitnya mengukurkinerja pegawai
(Sriwidodo dan Agus Budhi, 2010). Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal
dan memuaskan diperlukan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugas kerjanya agar kinerja pegawai dapat meningkat.



Kompetensi merupakan karakteristik dasar pribadi yang menjadi faktor
penentu sukses tidaknya seseorang dalam suatu pekerjaan. Menurut Wibowo
(2016) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan
suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kinerja dapat
dikatakan optimal jika di imbangi oleh lingkungan non fisik yang baik guna
memperlancar suatu pekerjaan.

Untuk dapat menjalankan tupoksi, dibutuhkan pegawai yang berkompeten
di bidangnya. Di Skretariat DPRD masih ada pegawai yang antara latarbelakang
pendidikan dan bidang yang ditangani tidak sesuai kriteria. Hal ini menyebabkan
pegawai tersebut membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan pekerjaannya
tersebut. Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan tentunya harus
mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk menyelesaikan pekerjaannya
sehingga kinerja yang dicapai akan optimal dalam instansi tersebut.

Kompetensi pegawai dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai sebagai
tolak ukurnya dalam menentukan jabatan atau bidang pekerjaannya. Maka dapat
dilihat pada tabel berikut ini mengenai pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten
Pelalawan berdasarkan tingkat pendidikannya :

Tabel 1.1. Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No Status Kepegawaian Pendidikan JLH
S2 SI D.lI SMTA SMTP SD
LK |PR|LK|PR|LK|PR|LK|PR|LK| PR |LK|PR
1 |PNS 2 1112 9 2 2 |16 | 5 0 0 2 0 51
3 |PEG. HONOR PEMDA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 |PEG.HONOR SET-DPRD | 0 0 |11 16| 1 3 132 |23 | 3 1 4 3 97
JUMLAH 2 I | 24 | 25| 3 5 148 |28 | 3 1 6 3 | 149

Sumber : Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan, 2020




Dari data diatas diketahui masih ada pegawai yang memiliki tingkat
pendidikan yang rendah, sehingga dapat berdampak pada tingkat kompetensi
pegawai tersebut dalam bekerja.

Kompetensi adalah kemampuan Kkerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (skill),
pengetahuan (knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan
diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta
kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya (Watson Wyatt dalam Ruky,
2003). Peningkatan kompetensi pegawai merupakan hal yang penting dalam
upaya peningkatan mutu dan kualitas pegawai secara menyeluruh. Pegawai yang
profesional pada dasarnya adalah yang memiliki kinerja (performance) yang
berkualitas.

Hasil penelitian Wibowo (2007), setiap pekerja mempunyai kemampuan
berdasar kepada pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan
pekerjaan, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Namun, pekerja juga mempunyai
kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Dengan
demikian, semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam
perusahaan, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Sebaliknya
apabila suatu perusahaan atau organisasi memiliki kompetensi sumber daya yang
kurang mendukung maka akan menghambat tujuan perusahaan.

Penulis menemukan fenomena permasalahan kinerja Pegawai Negeri Sipil

di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan antara lain:
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1. Kurang optimalnya tugas pokok dan fungsi masing-masing, misalnya
Pengelolaan administrasi kepegawaian yang kurang lengkap, yang dapat
disebabkan masih rendahnya kompetensi pegawai dalam bekerja.

2. Pengerjaan tugas yang kurang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung
jawabnya. bawahan tidak melakukan diskusi dengan rekan kerja sehingga
timbul kesalahan dalam melaksanakan tugas, misalnya kurang siap dalam
penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD

3. Pegawai tidak memperhatikan dan mengikuti peraturan kerja yang ada,
sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu, misalnya dalam Penyusunan
rancangan anggaran dan perubahan anggaran Sekretariat DPRD dan
kegiatan DPRD

4. Terjadi kesalahan dalam membuat laporan akibat kurang disiplin dalam
mengerjakan tugas, kurang teliti dalam bekerja dan tidak melakukan
pengecekan ulang, misalnya dalam Pengelolaan administrasi aset
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam dengan melaksanakan penelitian di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dengan judul “Pengaruh
Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian

Umum)”,
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1.2. Perumusan Masalah
Dari uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimakah kompetensi pegawai dan kinerja pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus
pada Bagian Umum).

2. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap Kinerja pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi
Kasus pada Bagian Umum).

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kompetensi pegawai dan Kkinerja pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi
Kasus pada Bagian Umum).

2. Untuk menganalisis kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian Umum).

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian Umum).

1.4. Manfaat
a. Bagi peneliti diharapkan untuk dapat meningkatkan ilmu dalam bidang
ilmu administrasi publik terutama menyangkut permasalahan Kkinerja,

kompetensi pegawai.
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b. Bagi organisasi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi
mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan
yang sama dimasa yang akan datang.

c. Bagi kepala instansi diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan

bagi pihak managemen tentang pentingnya peningkatan Kinerja pegawai.
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Kepustakaan
1. Konsep Administrasi dan Adminsitrasi Publik

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan
pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses
pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Atmosudirjo menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat
kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta
mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus
berlangsung didalamnya (dalam Zulkifli, 2005: 17).

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu
administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep
administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo sebagai berikut (dalam
Zulkifli, 2005:21-23):

a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu
dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan
dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.

b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan
hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administasi yang sehat
maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai

suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah administrator yang harus
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pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer,
staff, dan personil lainnya.

. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan,
menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang
dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para
manajer dan staff.

. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara
bersama-sama merupakan Badan pimpinan dari pada suatu organisasi.

. Administrasi merupakan suatu seni (art) yang memerlukan bakat, ilmu,
pengetahuan dan pengalaman.

. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau
proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai
suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang
tersebut berlangsung secara organisasi

. Administrsi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial
yang tertentu (administrative behaviour or administration as special type
of social behavior) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta
merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (special type of human
behaviour).

. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata
cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang
memerlukan kemampuan, kemabhiran, keterampilan (skills) yang hanya

dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
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i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input,
transformasi, pengolahan dan output tertentu.

J. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan
overall management dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya
manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya-sumber daya
menuju ketercapaian suatu objek (objective) tertentu. Sumber daya-sumber
daya (resources) dimaksud meliputi: orang-orang (man), uang (money),
mesin-mesin (machine), bahan atau peralatan (materials), metode-cara
teknik (methods-technology), ruang (space), enaga atau energy (energy,
dan waktu (time). dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas
tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik
organisasi.

Menurut Siagian (2003: 2) mengemukakan bahwa administrasi adalah
keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari atas
rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro adalah tata usaha yang mencakup
setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penetuan fakta-fakta secara
tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan
timbal balik antara satu fakta lain (dalam Widjaja, 2004: 37).

Dari definisi diatas dapat dsimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses
kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan
efesien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisasi itu tidak dapat akan

berjalan dengan baik.
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Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga,
konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan
sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang
tertentu. Keterangan itu cendrung dimanfaatknnya untuk memenuhi persyaratan
dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang
dikemukakan oleh Pasolong (2007: 2) antara lain : Siapa yang harus melayani dan
dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Jawaban yang pasti tidak lain
ialah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani
dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus
menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus
memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku
administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya
kepentingan manusia, khususnya keberadaanya sebagai makhluk sosial yang
bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap
kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai
pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efesien dan
efektif.

Objek disiplin ilmu Administrasi Negara adalah pelayanan publik
sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Maka
Lloyd D. Musolf dan Harold Seidman dalam Saefuddin (1993:3), melihat pada
batasan-batasan administrasi publik. Hal ini karena bagi mereka tampak bahwa

setiap keadaan yang bertambah maju, pemerintah pada semua tingkat memberikan
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tanggung jawab aktivitas yang penting dan kompleks, namun ada lembaga yang
semu (apakah yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau
swasta). Kecenderungan ini dicerminkan dalam kegiatan pemerintah mensponsori
perusahaan swasta, badan hukum yang tidak mencari keuntungan dan pusat-pusat
penelitian kontrak.

Caiden (1991) memberikan patokan untuk menentukan apakah suatu
organisasi tersebut pemerintah adalah dengan melihat tiga hal, vyaitu:
organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, pegawainya disebut
pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Syafiie (2003:32), mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari
Administrasi Negara, yaitu:

a. Tidak dapat dielakan (unavoidable)

b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (expect obedience)

c. Mempunyai prioritas (has priority)

d. Mempunyai pengecualian (has exceptional)

e. Puncak pimpinan politik (top management political)

f.  Sulit diukur (difficult to measure)

g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (more is expected
of public administration)

Pengertian Administrasi publik menurut Waldo dalam Kencana (2003:33)
mengemukakan, bahwa : Administrasi publik adalah manajamen dan organisasi

dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.
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Berdasarkan pengertian diatas administrasi publik merupakan gabungan
dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan
pemerintah.

Siagian (2008:7) mengatakan pengertian Administrasi publik sebagai
berikut: Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh
seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan
Negara.

Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai
suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan
motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan
menggerakan suatu organisasi pemerintah.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu
dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan
organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien
dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya konsep
dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam
organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang
sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan.
Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli
organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama,

dan tujuan bersama yang hendak dicapai.
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Menurut Cushway dan Lodge (2002:9) bahwa walaupun bervariasi,
semua organisasi memiliki hal-hal tertentu yang sama. Organisasi memiliki satu
tujuan bersama, suatu struktur, proses untuk mengkoordinasikan kegiatan dan
orang-orang yang melaksanakan peran-peran yang berbeda.”

Gibson, et. al (1996:6) mendifinisikan “organisasi adalah wadah yang
memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat
dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri”.

Menurut Robbin (2012:4) “organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai
suatu tujuan”.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu
untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori
organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah
yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta
mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi
pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi
publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan
sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang
relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses

penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber
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daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian
hasil pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian
organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik.
Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation
karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di
Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya
koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai,
Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan
yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah
salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan
asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi
perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan
pengaturan hukum yang mendukungnya.

Menurut Weber bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini
mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut (dalam Thoha, 2002:98):

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu
melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.

2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan
demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas

kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
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3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini
menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama
didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.

4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya
berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan
sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki. Konsekuensi dari
adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan
bawahan atau staf. Menurut Etziomi dalam Thoha (2002 : 100), mengemukakan
“konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun
untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sementara itu, Dessler (1997:116) mengemukakan pendapatnya bahwa :
Organisasi dapat diartikan sebagai pengatur sumber daya dalam suatu kegiatan
kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya
diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai
tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara
musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama.
Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri
atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah
pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam

menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.
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3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan
daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan,
diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja
tertentu (dalam Syafiie, 2007:268).

Menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu
kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan
bersama (dalam Manullang, 2004:1).

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93)
diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan
suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai
tujuan organisasi.

Menurut Donovan dan Jackson (1991:11-12) menejemen publik diartikan
sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah
manajemen pemerintah, yang artinya manajemen public juga bermaksud untuk
melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan
kepada masyarakat.

Dari penjelasan para ahli yang telah mengemukakan pengertian
manajemen publik di atas dapat disimpulkan bahwasanya menejemen publik ialah
studi interadisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan
antara fungsi menejemen seperti, planning, organizing, actuating, dan controlling

dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan publik.
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Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan
fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9)
adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)
b. Oraganisasi (Organizing)
c. Kepegawaian (Staffing)
d. Motivasi (Motivating)
e. Pengawasan (Controling)

Sedangkan menurut The Liang Gie fungsi manajemen adalah sebagai
berikut (dalam Zulkilfli, 2005 : 28):

a. Perencanaan

b. Pembuat Keputusan
c. Pengarahan

d. Pengorganisasian
e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya
instansi  pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban,
kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-
Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998

tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian,
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dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indoinesia.

Menurut Soekarno (2009:70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan

dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

a.

Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan imformasi
beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana
semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja
yang harus menjalankan.

Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan
rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.

Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan
lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha
tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah
dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan,

dan dikomandokan.

4. Konsep Manjemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya

manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa SDM, suatu

organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola

faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-

lain untuk mencapai tujuan organisasi.
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Dengan semakin berkembangnya suatu organisasi maka makin sulit pula
perencanaan dan pengendalian pegawainya. Oleh karena itu, maka sangatlah
dibutuhkan manajemen personalia yang mengatur dan mengatasi masalah-masalah
yang berhubungan dengan kepegawaian, baik dalam hal administrasi, pembagian
tugas maupun pada kegiatan personalia lainnya.

Berikut ini pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut
Handoko (2001:4): Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi,
pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk
mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Pada dasarnya tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah
menyediakan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pencapaian tujuan ini, maka
manajemen personalia mempelajari bagaimana memperoleh, mengembangkan,
memanfaatkan, mengevaluasi dan mempertahankan tenaga kerja baik dalam
jumlah dan tipe yang tepat. Manajemen personalia dapat berhasil bila mampu
menyediakan tenaga kerja yang berkompeten untuk melaksanakan pekerjaan yang
harus dilakukan.

Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2013:11)
mengatakan, bahwa : MSDM adalah ilmu seni dan mengatur hubungan dan
peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan
perusahaan, pegawai, dan masyarakat.

Miner yang dikutip Hasibuan (2013:11) mengatakan bahwa: Personal

management may be defined as the process of developing, applying and
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evaluating polices, procedures, methods,and programs relating to the individual
in the organization. (manajemen personalia didefinisikan sebagai suatu proses
pengembangan ,menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur,
metode-metode, dan program-program Yyang berhubungan dengan individu
pegawai dalam organisasi)

Berdasarkan dari uraian diatas, bahwa MSDM mengkaji masalah tenaga
kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan
efesien dalam mewujudkan tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.

Dalam menjalankan pekerjaan seharusnya organisasi memperhatikan
fungsi-fungsi manajemen dan fungsi operasional seperti yang dikemukakan oleh
Flippo. Menurutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada dua,
yakni (dalam Alponso, 2004:5-7):

1) Fungsi manajemen

Fungsi ini terdiri dari:

a. Perencanaan (Planning)
Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang
akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

b. Pengorganisasian (Organizing)
Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan
antara pekerjaan, pegawai, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin

kerjasama satu dengan yang lainnya.
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c. Pengarahan (Directing)
Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah
menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading
dilakukan pengarahan SDM agar pegawai bekerja sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan.

d. Pengawasan (Controlling)
Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan
perbaikan.

2) Fungsi Operasional

Fungsi ini terdiri dari:

a) Pengadaan (Procurement)
Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan,
terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga Kerja,
penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.

b) Pengembangan (Development)
Usaha untuk meningkatkan keahlian pegawai melalui program pendidikan dan
latihan yang tepat agar pegawai atau pegawai dapat melakukan tugasnya
dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya

perubahan teknologi, penyesuaian dan meningkatnya kesulitan tugas manajer.
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c) Kompensasi (Compensation)
Fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau
imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah
disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi.

d) Integrasi (Integration)
Merupakan usaha untuk menyelaraskan kepentingan individu, organisasi,
perusahaan, maupun masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami sikap prinsip-
prinsip pegawai.

e) Pemeliharaan (Maintenance)
Setelah keempat fungsi dijalankan dengan baik, maka diharapkan organisasi
atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi pemeliharaan
adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang menguntungkan
perusahaan.

f) Pemutusan Hubungan Kerja (Separation)
Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab perusahaan
untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan masyarakat dalam keadaan
sebaik mungkin, bila organisasi atau perusahaan mengadakan pemutusan
hubungan kerja.

Jadi fungsi sumber daya manusia menurut uraian di atas terdiri dari fungsi
manajemen dan fungsi operasi yang masing-masing terdiri dari mengatur,
merencanakan, pengorganisasian, memimpin serta mengendalikan manusia yang

merupakan aset penting bagi perusahaan. Sedangkan sebagai fungsi operasional
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pegawai termasuk pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi,
pemeliharaan dan pemutusan hubungan Kerja.

5. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada
tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan
seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan
tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.
Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai
tingkatandan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi
karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang
menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif sehingga mencapai standar
kualitas profesional dalam bekerja.

Dengan demikian, seorang pelaksana yang unggul adalah mereka yang
menunjukkan kompetensi pada skala tingkat lebih tinggi, dengan frekuensi lebih
tinggi, dan dengan hasil lebih baik daripada pelaksana biasa atau rata-rata. Secara
umum, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan
suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh perkerjaan tersebut. Dalam Hutapea
dan Thoha (2008:4), ada beberapa defenisi kompetensi yaitu:

a. Boyatzis (1982)
Kompetensi didefenisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang

yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang
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disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi
tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”.
b. Woodruffle (1991) and Woodruffle (1990)

Mereka membedakan antara pengertian competence dan competency yang

mana competence diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan

pekerjaan, yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi
kompeten atau unggul”, sedangkan competency merupakan konsep dasar
yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukkan “dimensi perilaku
yang melandasi prestasi unggul (competent)”.

c. Spenser & Spenser (1993)

Menurut mereka, kompetensi adalah “karakteristik dasar seseorang yang

terdiri dari knowledge, skill dan attitude yang ada hubungan sebab-

akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas
kerja”.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan
tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau
pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu
sebagai seseuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut (Wibowo
2007:86).

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu

yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang
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unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Menurut Spenser dan
spencer dalam Wibowo (2007:87) menyatakan bahwa kompetensi merupakan
landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau
berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang cukup
lama. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan
orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan,
dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.

2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap
situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan
ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.

3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya
diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam
hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.

4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang
spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes
pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal
mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya
dipergunakan dalam pekerjaan.

5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental
tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk

berpikir analitis dan konseptual.
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Hutapea dan Thoha (2008:28), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen
utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang,
kemampuan, dan prilaku individu. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi
yang dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan pegawai
turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan
kepadanya, pegawai Yyang mempunyai pengetahuan yang cukup akan
meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi pegawai yang belum mempunyai
pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.

Keterampilan (Skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan
baik dan maksimal. Disamping pengetahuan dan kemampuan pegawai, hal yang
perlu diperhatikan adalah sikap perilaku kerja pegawai. Sikap (attitude)
merupakan pola tingkah laku seorang pegawai/pegawai di dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila
pegawai mempunyai sifat yang pendukung pencapaian tujuan organisasi, maka
secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

Kompetensi Knowledge, Skill, dan Attitude cenderung lebih nyata (visible)
dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki
manusia. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk
dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat

kemampuan sumber daya manusia.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
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kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas
dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama.
b. Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi

Sumber daya manusia perlu memahami kecenderungan organisasi
multikultural dan keberagaman kultural.Dengan demikian sumber daya manusia
perlu memahami masalah dalam keberagaman budaya. Maka, kompetensi sumber
daya manusia semakin penting baik bagi eksekutif, manajer, maupun pekerja
(Spencer dan Spencer dalam Wibowo, 2007:98)

a. Bagi Eksekutif

Kompetensi yang diperlukan bagi eksekutif adalah sebagai berikut.

1. Strategic Thinking

2. Change Leadership

3. Relationship Management

b. Bagi Manajer

Bagi manajer diperlukan kompetensi yang memberikan kamampuan dalam

bidang yang menunjukkan hal-hal berikut :

1. Flexibility (Fleksibilitas)

2. Change Implementation (Implementasi perubahan)

3. Entrepreneurial Innpvation (Inovasi kewirausahaan)

4. Interpersonal Understanding (Memahami hubungan antar manusia)

5. Empowering (Memberdayakan)

6. Team Facilitation (Memfasilitas Tim)

7. Portability (Kemudahan menyesuaikan)
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c. Bagi Pekerja
Beberapa kompetensi yang mencerminkan kemampuan yang perlu dimiliki
pekerja antara lain sebagai berikut.
1. Fleksibilitas
2. Motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar
3. Motivasi berprestasi
4. Motivasi kerja dalam tekanan waktu
5. Kesediaan bekerja sama
6. Orientasi pada pelayanan masyarakat
c. Faktor yang Memengaruhi Kompetensi
Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang tidak dapat
dipengaruhi.Michael Zwell dalam Wibowo (2007:102) mengungkapkan bahwa
terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi
seseorang, yaitu sebagai berikut :
a. Keyakinan dan Nilai-nilai
b. Keterampilan
c. Pengalaman
d. Karakteristik Kepribadian
e. Motivasi
f. Kemampuan Intelektual

g. Budaya Organisasi
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6. Kinerja
a. Pengertian Kinerja

Semakin berkembangnya organisasi maka semakin banyak pula
melibatkan tenaga kerja dalam usaha menunjang kelancaran jalannya organisasi
disamping memperhatikan faktor-faktor produksi lainnya. Jika kita berbicara
mengenai produk/jasa yang di hasilkan oleh suatu organisasi maka hal tersebut
tidak akan terlepas dari permasalahan kinerja.

Pengertian kinerja menurut Siagian (2010:166) adalah suatu keadaan yang
menunjukkan kemampuan seorang pegawai dalam menjalankan tugas sesuali
dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi kepada pegawai sesuai
dengan job descriptionnya.

Kinerja merupakan cara yang digunakan untuk menunjukan kemampuan
seseorang dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawab dan
wewenangnya.

Pengertian kinerja menurut Manullang (2010:132) adalah Suatu keadaan
yang menunjukkan banyaknya pekerjaan yang hams dilakukan atau dihasilkan
seorang individu atau sekelompok kerja sesuai dengan job description mereka
masing-masing.

Kinerja menurut Mangkunegara (2008:63) adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

Kemudian menurut Hasibuan (2010:34) mengemukakan kinerja adalah

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang
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dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta waktu.

Dan menurut Kartono (2010:32) pengertian dari kinerja adalah
kemampuan dalam menjalankan tugas dan pencapaian standar keberhasilan yang
telah ditentukan oleh instansi kepada pegawai sesuai dengan job yang diberikan
kepada masing-masing pegawai.

Kinerja adalah tingkat terhadap para pegawai dalam mencapai persyaratan
pekerjaan. Penilaian kinerja adalah proses yang mengukur kinerja personalia /
penilaian kinerja pada umumnya menyangkut baik aspek kualitatif
maupun kuantitatif dalam pelaksanaan pekerjaan. Penilaian Kinerja merupakan
salah satu fungsi personalia, atau disebut juga review Kinerja, evaluasi Kkinerja,
atau ranting personalia.

b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kinerja pegawai

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja individu, perlu
dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja. Secara umum faktor fisik dan non
fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat
mempengaruhi kondisi pegawai dalam bekerja. Selain itu, kondisi lingkungan
fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik.
Padakesempatan ini pembahasan kita fokuskan pada lingkungan non-fisik, yaitu
kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan sistem manajerial
instansi.

Menurut Handoko (2010:98), faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja

adalah :
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1. Keterampilan atau Pengalaman
Orang yang mempunyai pendidikan yang rendah, jelas mempunyai
keterampilan yang kurang, begitu juga orang yang sudah berpendidikan
agak tinggi masih tetap mempunyai produktivitas yang rendah. Oleh sebab
itu, maka perlu adanya keterpaduan antara keterampilan dengan
pengalaman kerja. Orang atau tenaga kerja yang masih muda atau baru
mulai mengikuti karier, biasanya bekerja agak kurang pengalaman, hal ini
dapat diatasi dengan cara mengikuti pelatihan kerja di luar atau pada
tempat kerja untuk meningkatkan keterampilan.

2. Faktor Pendidikan
Instansi perindustrian biasanya direkrut dari orang-orang yang kurang
mempunyai pendidikan yang tinggi, instansi hanya inembutuhkan
kesehatan fisik yang kuat untuk bekerja. Dengan adanya pendidikan yang
kurang dari pekerja akan menyebabkan penurunan Kinerja.

3. Umur
Umur seseorang tenaga kerja agaknya dapat dijadikan sebgai tolak ukur
dari produktivitas, akan tetapi hal tersebut tidak selalu begitu. Tetapi
pengajaran karier seseorang selalu diimbangi dengan junilah umur, dimana
semakin bertambah lama orang itu bekerja, maka produktivitas dari orang
tersebut akan meningkat.

4. Sarana Penunjang
Tingkat kemampuan pimpinan untuk menumbuhkan motivasi kerjasama

yang baik antara para pekerja serta mengadakan pembagian kerja yang
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jelas antara semua pegawai sangat berpengaruh terhadap tingkat
produktivitas. Di samping itu dapat juga berupa penerapan teknologi
sarana produksi yang cukup canggih, hal ini akan menyebabkan tugas atau
kerja dari pegawai tersebut berkurang.

. Faktor Semangat dan Kegairahan Kerja

Dengan adanya dorongan moril terhadap para pekerja akan meningkatkan
kinerja. Dorongan moril tersebut dapat berupa memberikan semangat dan
kegairahan kerja kepada para pekerja. Seperti yang dikemukakan oleh
pakar manajemen, seraangat dan kegairahan kerja merupakan problematik
yang harus mendapat perhatian yang serius.

. Faktor Motivasi

Faktor motivasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk
melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu
mencapai kinerja dengan predikat yang bagus.

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas

maupun kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun

kelompok Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan

agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi.

Menurut Simamora (2010:339-340), yang mempengaruhi dimensi kinerja

adalah :

1. Memikat dan Manahan orang di dalam Organisasi

Hal iui berarti bahwa agar organisasi berfungsi secara efektif, organisasi

itu haruslah meminimalkan tingkat perputaran pegawai, ketidakhadiran,
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dan keterlambatan, memberikan kenaikan gaji yang memuaskan, jenjang
karir yang Jebih baik ,memberikan fasilitas dan sarana yang mendukung
aktifitas pekerjaandan menandatangani surat perjanjian masa kerja.

2. Penyelesaian tugas yang handal
Setiap pegawai diberi tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan
tugas pekerjaannya, oleh sebab itu penyelesaian tugas harus yang handal
perlu diperhatikan agar tolak ukur minimal kuantitas dan kualitas Kinerja
dapat tercapai, seperti hasil kerja yang memuaskan, Insentif,
Pencapaianpekerjaan, Tepatwaktudalammenyelesaikan pekerjan, Disiplin
waktu kerja, Ketelitian dalam bekerja, Tanggung jawab pegawai.

3. Perilaku Inovatif dan spontan
Disamping persyaratan tugas formal, perilaku lainnya juga mempengaruhi
efektifitas sebuah organisasi. Aktifitas-aktifitas ini disebut perilaku
inovatif dan spontan,organisasi tidak dapat mengawasi segala
kemungkinan dalam aktifitas-aktifitasnya, sehingga efektifitas dipengaruhi
oleh kesediaan kalangan pegawai. Seperti Kerja sama dengan rekan
sekerja, Tindakan protektif, Gagasan Konstruktif, Pelatihan diri pegawai.
Menurut Rucky (2011:9) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi

Kinerja pegawai yaitu :

a. Sarana dan prasarana
Hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi dan kelayakan serta
kemampuan semua sarana maupun prasarana fisik yang dirniliki seperti

bangunan, lay out, kelayakan mesin dan segala peralatan yang ada.
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b. Proses kerja atau metode kerja
Bila objeknya sebuah instansi manufaktur maka team ini akan terdiri dari
para ahli teknik industri dan ahli proses produksi.
c. Kemampuan sumber daya manusia
Yaitu kernampuan pegawai dalam mengaplikasikan tugas-tugas
merekasecara nyata dilapangan.
d. Gairah kerja/motivasi
Gairah kerja sangat mempengaruhi kinerja suraber daya manusia suatu
instansi, untuk itu perlu diperhatikan sistem imbalan/penggajian yang
mencakup insentif dan bonus dan penilaian prestasi kerja.
e. Kualitas
Kualitas akan sangat membantu instansi terutaraa yang meliputi
ketelitian, kesesuaian, kecakapan, kesungguhan, tanggung jawab
Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor
kernampuan dan faktor motivasi. Dari kutipan tersebut dapat disinipulkan bahwa
pencapaian kinerja seorang pegawai ditentukan oleh kemampuannya dalam
bekerja yang meliputi pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerjanya yang
rnerupakan sikap pegawai dalam menghadapi situasi kerja.
1) Faktor Kemampuan
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan
potensi (1Q) dan kemampuan reality (Knowledge + skill). Artinya,
pegawai yang memiliki 1Q di atas rata-rata (1Q 110 — 120), dengan

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam
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melaksanakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapat
kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
2) Faktor Motivasi Kerja
Motivasi yang diberikan kepada bawahan khususnya rnerupakan dorongan
yang sangat berpengaruh pada peningkatan kemajuan yang akan dicapai
sesuai dengan yang diharapkan. Motivasi yang diberikan atasan kepada
bawahan hendaklah yang sesuai dengan peningkatan karir, karena
dorongan yang baik dan benar akan membuat rasa puas bagi bawahan
untuk lebih giat bekerja. Dengan adannya perhatian yang diberikan
pimpinan kepada bawahan sudah ada nilai tersendiri bagi bawahan, bahwa
mereka sudah lebih diperhatikan, baik dorongan untuk lebih rajin bekerja
maupun dorongan untuk loyal kepada instansi.
c. Dimensi Kinerja
Dalam melakukan penelitian terhadap kinerja yang beradsarkan pada
deskripsi perilaku spesifik, maka ada bebrapa dimensi atau kriteria yang perlu
diperhatikan. Menurut Gomes (2008:74) dimensi yang perlu diperhatikan itu
adalah :
1. Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode
waktu yang ditentukan
2. Quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapannya
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3. Job knowledge, vyaitu luasnya pengetahuan mengani pekerjaan dan
pengetahuannya

4. Creativenessian, keaslian gagasan yang dimunculkan dantinadakan-
tindakan untuk menyelesaikan permasalahn-permasalahn yang timbul

5. Cooperation, yaitu kesadaran untuk bekerja sama dengan oraag \mx
(sesama anggota organisasi)

6. Dependability, vyaitu kesadaran yang dapat dipercaya dalam halini
kehadiran dan penyelesaian pekerjaan

7. Initiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam
memperbesar tanggung jawabnya

8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan,
keramahtamahan dan integritas pribadi.

Mangkunegara (2009:9) menyatakan “hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Menurut Mangkunegara
(2009:67) kinerja pegawai dapat dinilai dari :

1. Kualitas kerja
Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak
mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat
menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang

dapat bermanfaat bagi kemajuan instansi
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Kuantitas kerja
Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam
suatu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai

dengan tujuan instansi.

d. Tujuan dan Manfaat Kinerja pegawai

Tujuan dan manfaat dari penerapan manajemen kinerja adalah :
Meningkatkan prestasi kerja pegawai, baik secara individu maupun
sebagai kelompok.

Membantu instansi untuk dapat menyusun program pengembangan dan
pelatihan pegawai yang lebih tepat guna.

Peningkatan yang terjadi pada prestasi pegawai secara perorangan pada
gilirannya akan mendorong kinerja pegawai secara keseluruhan yang
direfleksikan dengan kenaikan produktivitas.

Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan
meningkatkan hasil kerja dan prestasi pribadi serta potensi laten pegawai.
Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai
dengan tingkat gaji, atau imbalan sebagai bagian dari kebijakan dan
sistem imbalan yang baik.

Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya
tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya.

Sedangkan menurut Efendi (2002:194), manfaat dari pengukuran kineija

pegawai adalah sebagai berikut:
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1. Peningkatan prestasi kerja, dimana pimpinan maupun pegawai akan
memperoleh umpan balik dan kesempatan mereka untuk memperbaiki
pekerjaannya

2. Kesempatan kerja yang adil, akrena akan diperoieh kesempatan untuk
penempatan posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemarnpuannya.

3. Kebutuhan akan pendidikan bagi pegawai yang mempunyai kemampuan
dibawah standar kerja

Tujuan dan manfaat dan penerapan manajemen kinerja adalah:

d. Meningkatkan prestasi kerja pegawai, baik secara individu maupun
sebagai kelompok.

e. Peningkatan yang terjadi pada prestasi pegawai secara perorangan pada
gilirannya akan mendorong kinerja pegawai secara keseluruhan yang
direfleksikan dengan kenaikan produktivitas.

f. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan
meningkatkan hasil kerja dan prestasi pribadi serta potensi laten pegawai.

g. Membantu instansi untuk dapat menyusun program pengembangan dan
pelatihan pegawai yang lebih tepat guna.

h. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegaai
dengan tingkat gap atau imbalan sebagat bagian dari kebijakan dan sistem
imbalan yang baik.

i. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya

tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya.
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e. Penilaian Kinerja (Performance Apprasial)

Penilaian kinerja adalah suatu wupaya yang sistematis untuk
membandingkan apa yang dicapai oleh seseorang dibandingkan dengan standar
yang ada. Dari hasil pengukuran kinerja (performance appraisal) diketahi seberapa
besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi.Tujuannya diarahkan
untuk memicu kinerja sehingga memberi motivasi dan pada gilirannya dapat
memicu produktivitas. Namun secara umum penilaian kinerja bertujuan sebagai
berikut;

4) Untuk memberi catatan untuk menetapkan paket kompensasi, struktur

upah, gaji dll.

5) Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pegawai untuk
menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.

6) Untuk menjaga dan menilai potensi kehadiran dan disiplin untuk
pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut.

7) Sebagai umpan balik kepada pegawai mengenai kinerja mereka.

8) Berfungsi sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan kerja pegawai.

9) Untuk meninjau dan mempertahankan program pelatihan.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa penilaian kinerja terkait dengan
pengembangan organisasi dalam hal penentuan kompensasi, perbaikan kinerja,
umpan balik, promosi, pelatihan, mutasi, pemberhentian, penelitian kepegawaian
dan perencanaan tenaga kerja.

Mondy & Noe (1990:382) mendefinisikan penilaian prestasi kerja sebagai

suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview
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dan mengevaluasi kinerja pegawai. Sedangkan Irawan (1997:188) berpendapat
bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi
terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolok ukur tertentu yang
obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara
berkala.

Penilaian terhadap kinerja juga sering disebut pengukuran kinerja, dimana
pengukuran tersebut dilakukan dengan mengunakan variabel-variabel yang
bergantung pada komplesitas faktor-faktor yang membentuk kinerja
tersebut.Keban (1995) dalam Jejen Hendra Permana (2000:14) mengatakan
“bahwa cakupan atau cara mnukur indikator kinerja sangat menentukan apakah
suatu lembaga publik dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil kinerjanya.
Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau
metode pengumpulan data untuk mengukur Kinerja juga sangat menentukan
penilaian akhir kinerja.”

Schuler dan Downing (Keban, 2000:195) mengemukakan “kinerja dapat
diukur dari (1) kuantitas kerja, (2) kualitas kerja, (3) kerjasama, (4) pengetahuan
tentang kerja, (5) kemandirian kerja, (6) kehadiran dan ketepatan waktu, (7)
pengetahuan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, (8) inisiatif dan
penyampaian ide-ide yang sehat, (9) kemampuan supervisi dan teknik.” Lebih
lanjut Surya Dharma (2005:101) menyebutkan pengukuran kinerja pegawai
adalah (1) pemahaman pengetahuan, (2) keahlian, (3) kepegawaian, (4) perilaku

yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun

1979, penilaian prestasi pekerjaan merupakan proses pada organisasi menilai

kinerja individual pegawai melalui cara yang disebut Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan PNS dengan mengisi Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3). Unsur — unsur

yang dinilai dalam DP3 adalah :

A. Kesetiaan

1)

2)

3)

4)

5)

Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan
pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah tekad dan
kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang
ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Tekad dan
kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkahlaku
sehari-hari serta dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas.

Pada umumnya yang dimaksud pengabdian, adalah penyumbang pikiran
dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas
kepentingan golongan atau pribadi.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan
Abdi Masyarakat waijib setia, taat dan mengabdi sepenuhnya kepada
Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

Pada umumnya kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian timbul dari
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap

Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, memahami, melaksanakandan
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mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Haluan Negara, Politik,

kebijaksanaan dan rencana-rencana pemerintah.

B. Prestasi Kerja

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pada umumnya, prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil antara lain
dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman, dan kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil
menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-
baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk
mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang
berwewenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang
ditentukan.

Kejujuran Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah
ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas
dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan
kepadanya.

Kerjasama adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk

bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu



7)

8)
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tugas yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang
sebesar-besarnya.

Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk
mengambil keputusan, langkah-langkah, atau melaksanakan suatu
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa
menunggu perintah dari atasan.

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk
menyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk
melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan hanya
dikenakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Muda
golongan ruang Il/a keatas yang memangku jabatan.

Dalam menentukan yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pegawai

menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013,

tertanggal 03 Januari 2013 mengatakan tujuan penilaian Kinerja pegawai negeri

sipil yaitu :

a)

b)

Memperoleh gambaran langsung tentang hasil yang dicapai seorang
pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya.
Mengidentifikasi faktor — faktor penghambat kinerja, baik yang berasal
dari individu pegawai negeri sipil maupun unit kerja atau instansinya.
Memberikan rekomendasi bagi perbaikan atau peningkatan kinerja pegaai
negeri sipil yang bersangkutan sekaligus penyempurnaan aspek
manajemen dan organisasi dari unit kerja atau instansi dimana PNS itu

bekerja.
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c. Kebijakan Penyempurnaan PP Nomor 10 Tahun 1979

Dalam Pasal 12 dan pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 antara lain
mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan untuk
menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan
kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Pasal 9 angka 12 dan pasal 10
angka 10 PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila
pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d
50 % dikenakan hukuman sedang dan yang SKP nya dibawah 25% dikenakan
hukuman berat.

Sistem penilaian kinerja dengan perangkingan nilai seperti DP3, secara
teori merupakan aplikasi dari metode Graphic Rating Scale (GPR).Metode ini
termasuk teknik penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu. Pendekatan
semacam ini, secara umum memiliki kelebihan karena berkaitan dengan data
kinerja yang telah dilakukan pegawai, dan oleh karena itu lebih mudah untuk
diukur. Kelemahannya adalah bahwa kinerja yang telah dilakukan tersebut tidak
dapat dirubah (Werther dan Davis, 1996).

Metode self-appraisals merupakan teknik penilaian kinerja yang dilakukan
sendiri oleh pegawai, terutama yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki untuk
pelaksanaan kerja di masa mendatang. Cara penilaian seperti ini sangat cocok
apabila dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan diri pegawai yang
bersangkutan. Apabila pegawai menilai diri sendiri, sikap mempertahankan diri

yang umumnya ditunjukkan pada saat penilaian dilakukan oleh atasan tidak akan
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muncul, dan sebaliknya upaya untuk menganalisis potensi diri dan
mengembangkannya akan lebih terlihat.

Disamping itu, hasil self-appraisals juga berguna bagi lembaga untuk
mengetahui area kelemahan kopetensi pegawai dalam proses analisis kebutuhan
Diklat. Manfaat paling menonjol dari metode ini adalah keterlibatan pegawai
dalam proses penilaian dan komitmen mereka terhadap proses pengembangan (Yu
dan Murphy, 1993, London dan Wohlers, 1991, Campbell dan Lee, 1998)
Penyempurnaan DP-3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan tuntutan
kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan mendayagunakan
perilaku kerja produktif.

Pengertian beberapa hal pokok yang terkandung dalam PP No. 46 Tahun
2011 adalah sebagai berikut; Penilaian Prestasi Kerja dilakukan berdasar prinsip :

1) Objektif adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian
subjektif pribadi dari pejabat penilai ;

2) Terukur adalah penilain prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif
dan kulitatif ;

3) Akuntabel adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang ;

4) Partisipatif adalah seluruh proses penilaian prsetasi kerja dengan
melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai ;

5) Transparan adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat

terbuka dan tidak bersifat rahasia.



52

Penilaian Prestasi Kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara

penilaian Sasaran Kerja PNS dengan Penilaian Kerja. Penilaian Prestasi Kerja

terdiri dari dua unsur :

1) Sasaran Kerja Pegawai, adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai
oleh seorang PNS yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang
harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat
diukur.

2) Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan olen PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bobot nilai unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %

Penilaian SKP meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1) Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai ;
2) Kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.

3) Waktu adalah ukuran lamanya proses setipa hasil kerja yang dicapai;

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I1.1. Literature Review Kompetensi dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

No

Peneliti dan Judul Penelitian Kesimpulan

Lucia Nurbani Kartika (2019) Tidak terdapat hubungan yang signifikan
Pengaruh Tingkat Kompetensi antara jenjang/tingkat pendidikan
Terhadap Kinerja Pegawali dengan kompetensi pegawai. Terdapat
Administrasi Perkantoran hubungan antara pengalaman kerja
dengan kompetensi, namun kadar
hubungan kedua variabel menunjukkan
hubungan yang lemah dan terdapat
kecenderungan semakin tinggi
pengalaman kerja akan semakin tinggi
pula tingkat kompetensi para pegawai.
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Terdapat perbedaan signifikan atas
kompetensi antara pegawai yang
memiliki bidang studi administrasi
perkantoran/kesekretarisan dengan
pegawai yang tidak memiliki bidang studi
administrasi perkantoran/kesekretarisan.
Pegawai yang memiliki latar belakang
administrasi/kesekretarisan memiliki
kompetensi yang lebih baik daripada
pegawai yang tidak memiliki latar
belakang administrasi/kesekretarisan.
Terdapat perbedaan signifikanatas
kompetensi antara pegawai yang
mengikuti pelatihan dengan pegawai
yang tidak mengikuti pelatihan. Pegawai
yang mengikuti program pelatihan
memiliki kompetensi yang lebih baik
daripada pegawai yang tidak pernah
mengikuti program pelatihan. Terdapat
pengaruh secara signifikan antara
kompetensiterhadap kinerja.

Akhmad Fauzi (2019) Pengaruh
Kompetensi terhadap Kinerja
Pegawai pada Biro
Pemerintahan dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
secara simultan kompetensi pegawai
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai pada Biro
Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat dengan
kontribusi sebesar 60,4%, sedangkan
sisanya sebesar 39,4% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diteliti.

A.A Made Bintang Cahyaningrat
(2018) Pengaruh Kompetensi
Terhadap Kinerja Pegawai Di
Badan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kota

Denpasar

Hasil dari uji regresi linier sederhana
antara pengaruh kompetensi terhadap
kinerja pegawai adalah sebesar 0,558.
Dari perhitungan tersebut juga didapat
hasil dari § kompetensi sebesar 0,377.
Artinya apabila variabel kompetensi naik
1 satuan (1%) maka variabel kinerja
pegawai naik sebesar 0,377. Namun
sebaliknya apabila kompetensi tidak ada
perubahan atau sama dengan nol, maka
jumlah Kinerja pegawai sebesar 19,188.
Hasil uji t dimana nilai t hitung>ttabel
(5,622>1,666), dengan angka
signifikansi 0,000 < 0,05 yang
menunjukan bahwa kompetensi
berpengaruh signifikan dan positif




54

terhadap kinerja pegawai di Badan
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kota Denpasar. Melalui tahap pengujian
statistik persamaan analisis regresi linear
sederhana dari hasil uji koefisien
determinan diperoleh sebesar sebesar
31,1% artinya Kinerja pegawai
dipengaruhi kompetensi sebesar 31,1%.
Sedangkan sisanya 68,9% dapat
disebabkan oleh kepemimpinan,
kompensasi, disiplin kerja, pendidikan
yang ada pada diri pegawai itu sendiri
serta lingkungan kerja.

Dina Rande (2019) Pengaruh
Kompetensi Terhadap Kinerja
Pegawai Pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Mamuju
Utara

Hasil penelitian yaitu besarnya pengaruh
kompetensi secara simultan terhadap
kinerja pegawai Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mamuju Utara ditentukan oleh motif
(motives), sifat (traits), konsep diri (self-
concepts), pengetahuan (knowledge), dan
keterampilan (skills). Besar pengaruh
kompetensi terhadap kinerja pegawai
adalah 78,9% dengan tingkat hubungan
di antara kompetensi dengan kinerja
pegawai yang “sangat kuat”. Artinya
hahwa semakin naik kompetensi, maka
akan meningkatkan kinerja pegawai di
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Utara.
2) Besarnya pengaruh kompetensi secara
parsial terhadap kinerja pegawai Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mamuju Utara
ditentukan oleh pengaruh motif (motives)
terhadap kinerja, pengaruh sifat (traits)
terhadap kinerja, pengaruh konsep diri
(self-concepts) terhadap kinerja,
pengaruh pengetahuan (knowledge)
terhadap kinerja, dan pengaruh
keterampilan (skills) terhadap kinerja.
Adapun hasil statistik deskriptif
menunjukkan dimensi sifat (traits)
memperoleh persentase tinggi (83,33%),
sedangkan dimensi yang rendah adalah
pengetahuan dan keterampilan (74,56%).

Luki Natika (2018) Pengaruh

Hasil dari penelitian ini adalah




55

Kompetensi Terhadap Kinerja kompetensi mempunyai hubungan
Pegawai pada Dinas dengan kinerja pegawai dan besarnya
Perhubungan Kabupaten Subang | tingkat korelasi yang diperoleh antara
variabel kompetensi dengan kinerja
sebesar 0.551 termasuk dalam tingkat
hubungan sedang. Sedangkan
berdasarkan hasil koefisien determinasi
bahwa kinerja pegawai Dinas
Perhubungan Kabupaten Subang
dipengaruhi oleh kompetensi sebesar
30,4% sedangkan sisanya 69,6%
dipengaruhi oleh factor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori yang diuraikan maka dapat diambil
hipotesis yaitu : Diduga kompetensi pegawai berpengaruh terhadap Kkinerja
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
(Studi Kasus pada Bagian Umum).
2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “Pengaruh Kompetensi Pegawai
Terhadap Kinerja Pegawal pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian Umum)” kemudian
diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena
yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih
jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai

berikut:
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Gambar 11.1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap
Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian
Umum)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

A 4

Kegiatan Pengembangan ASN

A 4
Manajemen Sumber Daya Manusia

/\

Kompetensi Kinerja

A 4

Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap
Kinerja

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020
2.5. Konsep Operasional
Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep
yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :
a. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan
dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh

pekerjaan tersebut.
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b. Kinerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seorang

pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah

ditentukan oleh organisasi kepada pegawai sesuai dengan job
descriptionnya.
2.6. Operasional Variabel
Dalam hal ini yang menjadi variabel penelitian adalah:
a. Kompetensi pegawai (X) sebagai variabel bebas
b. Kinerja (Y) sebagai variabel terikat.

Variabel Definisi Indikator Penilaian Skala
Kompetensi | Kompetensi adalah 1. Motif . Pekerjaan yang | Ordinal
(X) suatu kemampuan memuaskan

untuk melaksanakan . Hubungan
atau melakukan suatu dengan
pekerjaan atau tugas lingkungan
yang dilandasi atas pekerjaan dan
keterampilan dan keluarga
pengetahuan serta
didukung oleh sikap =~ R. Sifat . Perasaan atas
kerja yang dituntut pekerjaan
oleh pekerjaan . Perasaan atas
tersebut (Wibowo kelompok
2007:86). kerja dan
perusahaan
3. Konsep diri . Kesukaan pada
ide-ide tertentu
. Kesukaan pada
pekerjaan
4. Pengetahuan | a, Pengetahuan
kerja
. Keterampilan
kerja
5. Keterampilan . Merasa sesuai

dengan
pekerjaan
yang diberikan
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. Mengerjakan
pekerjaan
dengan baik
dan benar

Kinerja (Y) | Kinerja adalah suatu 1. Kualitas . Ketelitian Ordinal
keadaan yang dalam bekerja
menunjukkan . Kecakapan
kemampuan seorang kerja
pegawai dalam . Tanggungjawa
menjalankan tugas b dalam
sesuai dengan standar bekerja
yang telah ditentukan
oleh organisasi kepada | 2. Kuantitas . Hasil kerja
pegawai sesuai yang baik
dengan job . Penyelesaian
descriptionnya pekerjaan
(Siagian, 2010:166) dengan tepat

waktu

. Pencapaian
target
pekerjaan

. Menyelesaikan
pekerjaan tepat
waktu
Ketaatan
terhadap
aturan.

2.7. Teknik Pengukuran

Untuk mengumpulkan segala informasi yang diperlukan dalam

membuktikan hipotetis maka penulis melakukan penyebaran angket penelitian

yang nantinya data kualitatif dikonversikan menjadi data kuantitatif. Dalam

perhitungan sering digunakan skala ordinal yang pengukurannya sebagai berikut

(Ridwan, 2010:13)

a. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju

b. Skor 4 untuk jawaban setuju

c. Skor 3 untuk jawaban kurang setuju
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d. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju
e. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju
Selanjutnya adalah untuk menentukan kriteria tanggapan yang didapatkan
dari keseluruhan variabel adalah dengan menggunakan perhitungan rentang skala
(Irianto, 2009 : 22) sebagai berikut :

Rentang skala = skor tertinggi — skor terendah

banyak bilangan

=5-1=0,08
5

Sehingga dapat diperoleh kategori jawaban responden masing-masing

yaitu :
1. Sangat Baik = 4,21-5,00
2. Baik = 3,41-4,20
3. Kurang Baik = 2,61-3,40
4. Tidak Baik = 1,81-2,60
5. Sangat Tidak Baik = 1,00 -1,80



BAB IlI

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-
metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil
penelitian ini adalah :

3.1. Tipe Penelitian

Tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai
variabel yang diteliti dalam penelitian. Kemudian melalui pendekatan kuantitatif,
yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan
pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti
agar di peroleh gambaran yang jelas. Metode penelitian kuantitatif merupakan
metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan
antar variabel. Pengukuran variabel-variabel biasanya dilakukan dengan
instrumen-instrumen penelitian sehingga menghasilkan data berupa angka-angka
yang dapat dianalisis menggunakan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2013).
3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim No. 01
Kabupaten Pelalawan. Dengan alasan merupakan salah satu instansi yang
menerapkan sistem remunerasi dan adanya terdapat permasalahan mengenai
komptensi pegawai dan karakteristik individu tersebut yang berdampak pada

Kinerja pegawainya.

60
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3.3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai kumpulan elemen yang mempunyai
karakteristik tertentu yang sama mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada
tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Populasi dan Penelitian pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

No. Keterangan Populasi Sampel Persentase
1. | Kepala kantor 1 \ 100%
2. | Pegawai 149 75 50%
Jumlah 150 76 100%

Sumber : Data Observasi, 2020
3.4. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel dilakukan dengan dua cara, pertama kepada
epala Kantor digunakan teknik sensus karena hanya 1 orang sedangkan
pengambilan sampel untuk pegawai dilakukan secara purposive sampling yaitu
ditentukan orang-orang yang relevan dengan sasaran atau tujuan penelitian
sebanyak 50% dari 149 orang menjadi 75 orang.
3.5. Jenis dan Sumber Data
Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam
dua bagian yaitu :
a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung
dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh

jawaban dari permasalahan :
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1. Identitas responden

2. Hasil tanggapan responen mengenai pengaruh kompetensi pegawai
terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian Umum)

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dan melalui riset
kepustakaan meliputi :

1. Gambaran umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan
2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai
4. Umur pegawai
3.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner
Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan
alternatif jawaban yang disebarkan kepada responden yang dijadikan
sampel, setelah diisi/dijawab kuisioner tersebut dikembalikan kepada
peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pengaruh
kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai. Kuesioner ini dibagikan
kepada seluruh pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pelalawan saat melakukan penelitian.
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b. Wawancara
Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada
responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan
dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Wawancara dilakukan
dengan Kepala Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan guna memperoleh data dan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.

c. Observasi
Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.Dengan
observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di
lapangan.Observasi ini dilakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga dapat memperoleh
permasalahan yang dihadpi instansi dan pegawai terkait remunerasi dan
Kinerja pegawai.

d. Dokumentasi
Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil
data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan
masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui
dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti, seperti
restra dan profil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan.
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3.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, terhadap data yang dikumpulkan penulis
menggunakan :
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Uji Validitas

Pengujian validitas setiap instrumen pertanyaan yang digunakan dalam
analisis item dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang
merupakan jumlah skor tiap butir. Mansyur (2010:58) menyatakan bahwasanya
dalam analisis item, teknik korelasi dalam menentukan validitas item ini sampai
sekarang merupakan teknik pengambilan data yang banyak digunakan. Untuk
menentukan  validitas  butir-butir  pernyataan dilakukan daengan cara
membandingkan koefesien korelasi dengan nilai kritisnya pada o = 0,05 dengan
kriteria penguji (Sujarweni dan Endrayanto, 2012 : 117) sebagai berikut :

a. Jika r hitung > r tabel, maka butiran pernyataan dikatakan valid
b. Jika r hitung <r tabel, maka butiran pernyataan dikatakan tidak valid

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah pengujian yang berkaitan dengan masalah
adanya kepercayaan terhadap alat test (instrument). Suatu instrument dapat
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila hasil dari pengujian tersebut
menunjukkan hasil yang tetap atau tidak berubah. Dengan kata lain, masalah
reabilitas test atau instrument yang berhubungan dengan penetapan masalah hasil.
Jika terdapat perubahan dalam hasil akhir test atau instrument maka perubahan

tersebut dianggap tidak berarti. Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai Cronbach
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Alpha. Jika Cronbach Alpha> 0,60 konstruk pernyataan dimensi variabel adalah
reliabel (Sujarweni dan Endrayanto, 2012 : 189)
2. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat
menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Penyimpangan terhadap asumsi-
asumsi dasar tersebut dalam regresi akan menimbulkan beberapa penyimpangan,
ada 4 penyimpangan dasar yaitu:
a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berditribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau
tidak, ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik dan uji
statistik. Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat normalitas
residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortliogonal.
Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama
variabel independen sania dengan nol. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari

multikolinearitas adalah jika nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.
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c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut
heteroskedastisitas. Untuk menentukan heterokedastisitas dapat menggunakan
grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar
baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi
maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.
3. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara
variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel indepeden
mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.
Persamaan yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut :

Y=a+bx+e

Dimana:
Y = Kinerja
a =Konstanta
b = Koefisien regresi
X = Kompetensi pegawai

€ = Epsilon (variabel pengganggu)
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4. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen. (Ghozali, 2012;84). Dalam pengujian hipotesis untuk model
regresi, derajat bebas ditentukan dengan rumus Df = n — k, dimana n = banyak
observasi (sampel) sedangkan k = banyaknya variabel (variabel bebas dan terikat).
Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu variabel independen
bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya adalah suatu variabel tersebut merupakan penjelas
yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan
dengan menggunakan uji statistik t adalah sebagai berikut :

1. jikat hitung > t tabel, maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y
2. jika t hitung < t tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap

variabel Y
5. Uji F

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Apabila nilai Fniwng lebih besar daripada Fiaper maka
dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen (Imam Gozhali, 2009:56).

6. Koefisien Determinasi (R?)
Nilai R* digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam

menerangkan variasi independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol
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dan satu. Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati
satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali,
2012;83)

Untuk memudakan dan memberikan hasil secara akurat dan pasti maka
dalam melakukan pengujian statistik tersebut menggunakan program komputer
SPSS (Statistic for Product and Service Sollutions) Versi 20.00 untuk mencari
pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus pada Bagian

Umum).



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/X1/2000
tangal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD
Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan
sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua
MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif ( DPRD ) Kabupaten Pelalawan, maka
pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang
Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal
5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara
langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD
Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/V111/2004 tentang
Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 — 2009 yang
diresmikan pengangkatannya.

4.2. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan
Visi inovasi menuju Pelalawan Emas (Ekonomi mandiri, aman dan

sejahtera. Visi ini bermaksna pembangunan yang didorong upaya, gerakan dan
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prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri dalam ekonomi
yang memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan
kemampuan dan sumber daya daerah dan Pelalawan dengan kehidupan sosial
masyarakat yang aman dan sejahtera.
Sedangkan misi yang ingin diwujudkan dengan visi tersebut adalah :
a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, beriman, bertagwa dan
berbudaya melayu;
b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan;
c. meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian
daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi;
d. meningkatkan pembangunan infrastruktur;
e. meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa;
f. meningkatkan investasi dan pengelolaan sumber daya unggulan daerah
berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan; dan
g. menciptkan ketertiban dan keamanan;Dengan misi diatas, Pemerintah
Kabupaten Pelalawan menetapkan arah kebijakan dan rencana kerja
pembangunan Kabupaten Pelalawan 2016 — 2021 yang dituangkan dalam 7
9tujuh) program strategis Kabupaten Pelalawan.
Fasilitasi atau dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD, dilakukan sesuai dengan

tugas dan fungsi masing-masing bagian dan Sub. Bagian sebagai berikut :
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1. Pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD, berupa pelayanan administrasi
perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin dan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

2. Pelayanan administrasi keuangan DPRD, berupa pelayanan dan atau
pembayaran uang representasi, tunjangan-tunjangan alat kelengkapan DPRD,
fasilitasi pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota
DPRD, pembayaran biaya operasional penunjang pimpinan DPRD,
pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan serta honorarium
aparatur Sekretariat DPRD;

3. Pelayanan rapat-rapat DPRD, berupa pelayanan administrasi rapat-rapat
kelengkapan DPRD, rapat Paripurna dan paripurna istimewa DPRD,
penyusunan notulen, risalah dan laporan singkat hasil rapat-rapat DPRD
sebagai pedoman atau acuan yang wajib dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD;berupa fasilitasi penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang
dibutuhkan oleh Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD pada saat ada
pokok pembicaraan atau untuk pembahasan rancangan peraturan daerah dan
atau pemasalahan yang sifatnya krusial dan sifatnya “on call”. Fasilitasi
penyediaan dan pengkoordinaisan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Fraksi-
Fraksi; dan

5. Pelayanan Kehumasan dan Protokoler; berupa pelayanan tamu-tamu DPRD,

pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, pelayanan terhadap
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peneliti/PKL/Magang/sejenis, Playanan kehumasan/publikasi/dokumentasi
dan perpustakaan.
4.3. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Pelalawan.
Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Sekretaris

2. Bagian Keuangan

3. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

4. Bagian Umum

5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk Hukum

b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

c. Sub Bagian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat
Bagian Umum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Humas dan Protokol

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
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Bagian Keuangan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Anggaran

b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan

c. Sub Bagian Aset dan Pembukuan.

Berikut uraian tugas :
1. Sekretaris DPRD
Berdasarkan Undang-undanga nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dalam pasal 215 dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD
dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

d. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis opersional
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD karena Sekretariat DPRD sebagai
unsur pendukung kelancaran pelaksanan tugas DPRD yang pada dasarnya
memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pimpinan serta tugas dan fungsi
DPRD. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris
Daerah karena Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang sama

kedudukannya dengan perangkat daerah yang lain.
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2. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam
melaksanakan administrasi ketatausahaan dan Kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga, kehumasan dan Protokol. Untuk melaksnakan tugas tersebut
Bagian Umum mempunyai fungsi :

a Menetapkan dan melaksanakan program kerja/kegiatan Bagian Umum
berdasarkan rencana program kerja/kegiatan Sekretariat DPRD;

b menetapkan pembagian tugas bawahan sebagai pedoman kerja, memberi
petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya;

c melaksanakan urusan ketata usahaan, pembinaan kearsipan dan tertib
administrasi surat menyurat;

d melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang-barang
kantor dan rumah dinas pimpinan;

e melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

f menyelenggarakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Pimpinan dan
Anggota DPRD;

g Menyusun program dan kegiatan bidang protokol dan santel, informasi dan
dokumentasi;

h Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang protokol dan santel serta
informasi dan dokumentasi;

I Melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan

kegiatan protokol dan santel serta informasi dan dokumentasi;
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J melaksanakan urusan rumah tangga kantor, rumah jabatan/dinas dan
pemeliharaan kebersihan, ketertiban serta keamanaan;

k menginventaris permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugas sebagai bahan penyelesaian masalah dan penyusunan
kebijakan atasan;

I melakukan koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

m melakukan monitoring, pengawasan, evaluasi dan laporan terhadap
pelaksanaan tugas bagian umum; dan

n melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub bagian umum dan kepegawaian
mempunyai fungsi; Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

s. membuat dan melaksanakan program kerja/kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

t. menyusun dan membuat pembagian tugas bawahan sebagai pedoman kerja
sesuai bidang tugas dan tanggung jawab agar terciptanya pemerataan
tugas;

u. menyusun petunjuk teknis tata naskah dinas, tata kearsipan dan indek surat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

v. mengelola agenda surat masuk dan surat keluar;

w. mendistribusikan/membagikan dan mengirim surat-surat sesuai dengan

tujuannya;
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X. menyimpan dan memelihara naskah dinas dan arsip agar terciptanya tertib
administrasi;

y. menyiapkan dan melaksanakan pembuatan surat tugas dan surat perintah
perjalanan dinas sekretariat DPRD;

z. menginventarisasi permasalah-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugas sebagai bahan penyelesaian masalah dan penyusunan
kebijakan atasan;

aa. mengelola tertib administrasi kepegawaian;

bb. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian daftar hadir dan cuti
pegawai;

cc. menertibkan administrasi DP3 atau SKP;

dd. membuat dafatar urut kepangkatan (DUK);

ee. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi sumpah atau
janji pegawai, pensiun, dan pemberian penghargaan serta peningkatan
ksejahteraan pegawai;

ff. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kartu pegawai,
Karis atau Karsu, Taspen dan Askes Pegawai;

gg. mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala;

hh. menyiapkan dan membuat bahan administrasi mutasi pegawai;

ii. melakukan pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas bawahan; dan

jJ. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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4. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas
mengelola perlengkapan dan rumah tangga di Sekretariat DPRD dan rumah dinas
Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub
Bagian perlengkapan dan Rumah tangga mempunyai fungsi :

a. membuat dan melaksanakan program kerja/kegiatan Sub Bagian
Perlengkapan dan Rumah tangga ;

b. menyusun dan membuat pembagian tugas bawahan sebagai pedoman kerja
sesuai bidang tugas dan tanggung jawab agar terciptanya pemerataan
tugas;

c. membuat pedoman dan menyiapkan petunjuk teknis perlengkapan dan
pemeliharaan sebagai edoman pelaksaan tugas;

d. mengumpulkan, menyajikan data barang yang meliputi jenis, sifat, harga,
mutu, klasifikasi barang-barang tahun lain-lain secara sistematis;

e. Menyusun dan mengusulkan kebutuhan atau keperluan perlengkapan dan
peralatan kantor atau rumah dinas, kenderaan serta kebutuhan
pemeliharaan barang, bangunan dan kenderaan;

f. Melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan laporan hasil
pelaksanaan tugas dan kerja bawahan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

h. Membuat pedoman dan petunjuk tekhnis, pembinaan dan penata laksanaan

rumah tangga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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i. Mengelola dan memelihara kebersihan, keserasian, kenyamanan
kantor/gedung, halaman dan taman, rumah dinas/jabatan;
J. Mengelola kemanan dan ketertiban lingkungan gedung, rumah
dinas/jabatan;
k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengamanan dan
ketertiban;
I. Menyusun rencana kebutuhan barang setwan dan pimpinan dewan;
m. Menyiapkan kebutuhan rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten
Pelalawan;
n. Melakukan pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan tugas; dan
0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Sub Bagian Humas dan Protokol
Sub Bagian Humas dan protokol mempunyai tugas keprotokolan dan
kehumasan, untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Protokol dan
kehumasan mempunyai fungsi :
a. membuat dan melaksanakan program kerja/kegiatan yang menunjang
keprotokolan dan kehumasan;
b. menyusun dan menetapkan pembagian tugas bawahan;
c. mengadakan, mendistribusikan kegiatan Sub Bagian Protokol dan
Kehumasan;
d. menyiapkan protokoler kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;

e. menyiapkan peliputan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;



p.

g.
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mempublikasikan kegiatan-kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

. menyusun jadwal acara dan kegiatan Pimpinan DPRD;

. menyiapkan penyelenggaraan tamu-tamu DPRD dan Sekretariat;

Mendokuemntasikan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan satuan kerja baik

dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten;

. Menjalin komunikasi dengan media cetak dan elektronik;

Melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota

DPRD;

.Mempersiapkan naskah-naskah penyelenggaraan upacara pelantikan,

pengukuhan serta serah terima jabatan anggota DPRD;

. Menyiapkan kegiatan-kegiatan penunjang peningkatan kapasitas anggota

DPRD dan Sekreatraiat DPRD;

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang peningkatan kapasitas
anggota DPRD dan Sekretariat DPRD;

Membantu menyelenggarakan rapat-rapat DPRD; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan administrasi penyusunan anggaran, verifikasi dan pembayaran,

serta administrasi pembukuan dan laporan keuangan. Untuk melaksnakan tugas

tersebut Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
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. Merumuskan dan mengkoordinir penyusunan rincian kerja Bagian
Keuangan berdasarkan program kerja DPRD;

. Merumuskan dan mengkoordinir pembagian tugas kepada bawahan sesuai
dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas

. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan
tugas;

. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;

. memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya;

. merumuskan dan mengkoordinasikan jadwal dan penggunaan keuangan
DPRD dan Sekretariat DPRD;

. merumuskan dan mengkoordinir penilaian hasil kerja bawahan secara
periodik guna bahan peningkatan Kinerja;

. merumuskan dan mengkoordinir perencanaan anggaran pengeluaran

Sekretariat DPRD;

I. merumuskan dan mengkoordinir pelaksanakan urusan keuangan untuk

keperluan DPRD;

j. merumuskan dan mengkoordinir penyusunan laporan keuangan Sekretariat

DPRD;

. memberi usulan dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

. melaporkan  hasil  pelaksaaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
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m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Sub Bagian Program dan Anggaran
Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas menyusun program
dan anggaran keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Sub Bagian Program dan anggaran mempunyai fungsi :
a. menyusun dan menyiapkan program dan anggaran DPRD dan Sekretariat
DPRD;
b. menyusun dan menyiapkan program dan perubahan anggaran DPRD dan
Sekretariat DPRD;
c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program dan rencana
anggaran biaya keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
d. melakukan koordinasi dengan TAPD dalam rangka penyusunan anggaran
DPRD dan Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan bahan penyusunan laporan pengendalian anggaran biaya
keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
f. menghimpun dan menyimpan dokumen-dokuman keuangan secara tertib
dan teratur;
g. membuat laporan RPIMD, RENSTRA, RENJA Sekretariat DPRD;
h. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugas sebagai bahan penyelesaian masalah dan penyusunan
kebijakan atasan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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8. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengelola dan
menguji kebenaran penagihan penyelesaian pembayaran dan membuat laporan
keuangan secara rutin. Untuk melaksanakan tugas tersebut sub. Verifikasi dan
pelaporan mempunyai fungsi :
b. menyusun rincian kerja Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan berdasarkan
program kerja DPRD;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas;
d. melaksanakan serta mengurus keuangan untuk keperluan DPRD dan
Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kegiatan, pelaksanaan
SPD, SPM yang diterima;
f. melaksanakan serta membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
g. melaksanakan serta mengurus uang kehormatan, uang representasi, uang
paket dan lan-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD;
h. melaksanakan serta mengurus pembayaran gaji, tunjangan dan lain-lain
penghasilan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD;
i. melaksnakan pengurusan dan penyimpanan bukti kas, surat-surat
berharaga dan dokumen lainnya yang bernilai uang;
J. melaksanakan serta mengatur pembayaran uang sidang dan biaya lainnya

dalam lingkungan DPRD;
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. melaksanakan serta mengadakan penyelesaian pembayaran uang/

perjalanan dinas bagi pimpinan, anggota dan pegawai dilingkungan

DPRD;

. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

.melakukan penelitian, pengujian kelengkaoan dan keabsahan surat
pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran-pengeluaran;

. melakukan koordinasi kepada yang bersangkutan jika ditemukan

dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban

keuangan;

. memproses dan menertibkan pengesahan surat pertanggungjawaban

keuangan;

. meregister pengesahan surat pertanggungjawaban keuangan yang telah

ditandatangani atau disahkan;

. mengelola dan dan memelihara tanda bukti pengeluaraan atau surat

pertanggungjawaban keuangan;

. mengevaluasi kecocokan dan kesesuaian surat pertanggungjawaban

keuangan berdasarkan pengalokasian dana yang telah ditetapkan;

. menyelenggarakan pemeriksaan dan pengesahan terhadap bukti

penggunaan uang realisasi anggaran Sekretariat DPRD;

. memberikan saran pertimbangan kepada atasan dalam penyelenggaraan

kegiatan verifikasi;
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u. melakukan verifikasi dan pengujian kebenaran penagihan, menyelesaikan
pembayaran;
v. melaporkan pertanggungjawaban keuangan;
w. menyusun laporan kegiatan keuangan bulanan, kwartal dan tahunan; dan
X. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang
menyangkut bidang tugasnya.
9. Sub Bagian Aset dan Pembukuan

Sub Bagian Aset dan Pembukuan mempunyai tugas mengelola, mencatat
dan membukukan aset di DPRD. Untuk melaksnakan tugas tersebut Sub bagian
Aset dan Pembukuan mempunayi fungsi:

a. Membuat dan melaksanakan program kerja atau kegiatan sub bagian Aset
dan Pembukuan;

b. Menyusun dan membuat pembagian tugas bawahan sebagai pedoman kerja
sesuai bidang tugas dan tanggung jawab agar terciptanya pemerataan
tugas;

c. Mengelola pembukuan barang inventaris, menyusun dan membuat
registrasi, kode / penomoran barang-barang inventaris;

d. Mengumpulkan, menyajikan data barang yang meliputi jenis, sifat harga,
mutu, klasifikasi barang-barang tahun lain-lain secara sistematis;

e. Melakukan penelitian, pengendalian realisasi penggunaan barang dan

perubahan status barang serta melakukan penyimpanan barang;



85

f. Menyiapkan bahan kelengkapan dokumen/surat-surat barang-barang yang
akan didistribusikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, penerimaan,
penyerahan dan penolakan barang;
g. Menghimpun, memproses dan meneliti data inventaris barang-barang baik
bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
h. Melaksnakan administrasi pengadaan barang sebagai bahan pengolahan
inventaris barang; dan
i. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh atasan sepanjang
menyangkuy bidang tugasnya.
10. Bagian Persidangan Dan Produk Hukum

Bagian Persidangan dan Produk hukum mempunyai tugas membanu
Sekretaris DPRD dalam menyiapkan materi dan administrasi sidang/rapat DPRD.
Menyusun/menyiapkan rencana kegiatan peningkatan kapasitas DPRD,
menyiapkan dan menyelenggarakan prosedur produk hukum daerah. Untuk
melaksnakan tugas tersebut bagian persidangan dan produk hukum mempunayi
fungsi : Uraian Tugas yang dimaksud adalah berikut ;

a. Pengaturan dan penyiapan administrasi sidang/rapat yang diselenggarakan
olen DPRD;

b. Penyediaan materi rapat DPRD;

c. Pembuatan dan penyusunan risalah rapat;

d. Pengelolaan kegiatan study/peningkatan kapasitas DPRD;
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. Pelaksanaan fasilitas dan membantu penyusunan produk hukum DPRD
yang berupa peraturan daerah, keputusan atau ketetapan DPRD;

. Pelaksanaan fasilitasi dan membantu penyusunan rancangan peraturan
dearah;

. Pelaksanaan fasilitasi kelengkapan referensi peraturan perundang-
undangan dalam kerangka peningkatan aturan hukum yang berlaku;

. Pelaksanaan pengelolaan data sebagai bahan untuk melakukan pengkajian
dan pengembangan dalam rangka menyelesaikan program legislasi

(prolegda);

i. Pelaksanaan dokumentasi produk hukum DPRD;

j. Memberikan pelayanan dokumentasi dan memfasilitasi aspirasi

masyarakat yang ditujuan ke DPRD; dan
. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai

dengan tugas dan pokok fungsi.

11. Sub Bagian Perundang-undangan dan produk hukum

Sub Bagian Perundang-undangan dan produk hukum mempunyai tugas

mengelola dan menyusun rancangan keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan

DPRD serta produk hukum lainnya, untuk melaksnakan tugas tersebut Sub Bagian

Perundang-undangan dan Produk Hukum mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perundang-undangan dan Produk

Hukum ;

b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan

pelaksanaan tugas;
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. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;

. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya;

. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan
Kinerja;

. Menghimpun dan mempelajari ~ peraturan  perundang-undangan,
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan perundang-undangan;

. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
dibidang peraturan perundang-undangan;

. Penelaahan hasil analisa terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah

yang berasal dari Bupati;

i. Menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul

inisiatif DPRD;

J. Menyiapkan bahan penyusunan program pembentukan Perda;

. Melaksanakan penomoran peraturan DPRD, keputusan DPRD dan

keputusan pimpinan DPRD;

. Mengoreksi dan penyempurnaan konsep rancangan keputusan DPRD;

.Mengoreksi dan menyempurnakan konsep rancangan Keputusan DPRD,
dan Keputusan Pimpinan DPRD serta hasil rapat Pimpinan DPRD sebagai
bahan penyusunan kebijakan Pimpinan DPRD;

. Melakukan penelitian dan pengkajian serta menelaah dan merumuskan

bahan produk hukum DPRD;
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Mengumpulkan dan menyiapkan referensi peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

Melaporkan  hasil  pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan dalam rangka pembahasan Ranperda; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

12. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan risalah mempunyai tugas menyiapkan

persidangan dan risalah, tata laksana rapat-rapat dan tempat serta melakukan

administrasi sidang/rapat. Untuk melaksnakan tugas tersebut Sub persidangan dan

risalah mempunyai fungsi : menyusun rencana kerja Sub Bagian Persidangan dan

Alat Kelengkapan;

a.

b.

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Persidangan dan risalah;

memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan
tugas;

mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan

serta memberikan jalan keluarnya;
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. menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan
Kinerja;

. melaksanakan pengadministrasian persidangan dan alat kelengkapan;

. melaksanakan pengelolaan urusan persidangan dan alat kelengkapan;

. menyiapkan bahan persidangan dan alat kelengkapan;

i. mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan persidangan dan alat

kelengkapan;

j. menyusun kalender kegiatan tahunan DPRD;

. menyiapkan bahan penyelengaraan upacara pelatikan pimpinan DPRD,
Anggota DPRD serta upacara lain yang dilaksanakan di DPRD;

. menyusun jadwal rapat paripurna DPRD;

.menyiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat/ sidang yang
diselenggarakan DPRD;

. menyiapkan dan menyelenggarakan daftar hadir rapat/ sidang DPRD;

. menyiapkan bahan untuk melayani kebutuhan Pimpinan dan Anggota-
anggota DPRD pada waktu sidang/ rapat;

. menyiapkan undangan dan bahan untuk kegiatan sidang pleno, rapat
paripurna, rapat fraksi dan rapat-rapat lainnya;

. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil peninjauan Anggota DPRD;

. merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan bahan-bahan dalam
rangka penyusunan risalah, ikhtiar, resume rapat/sidang yang telah

diselenggarakan DPRD;
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. merumuskan, melaksanakan dan menghimpun serta meneliti surat-surat

keputusan rapat/sidang yang diselenggarakan DPRD;

. melaksanakan pengadministrasian risalah dan perpustakaan ;

. menyusun risalah rapat dan persidangan DPRD;

. melakukan pendokumentasian produk-produk DPRD;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan risalah dan
perpustakaan;

. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas ;

. melaporkan  hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

13. Sub Bagian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

Sub Bagian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas

mengelola dan mengumpulkan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Untuk

melaksnakan tugas tersebut, Sub Bagaian aspirasi dan pengaduan masyarakat

mempunyai fungsi:

a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama antar lembaga, masyarakat

umum dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

b. memberikan pelayanan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang

ditujukan ke DPRD;
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. melakssanakan koordinasi dengan dinas atau instansi yang terkait dengan
pengaduan masyarakat;

. membuat rekapitulasi aspirasi yang masuk ke DPRD termasuk
mendokumentasi dan melakukan evaluasi hasil pembahasan aspirasi dan
pengaduan masyarakat secara periodik;

. membuat laporan kepada atasan tentang aspirasi dan pengaduan
masyarakat secara baik;

. mempersiapkan dokumentasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk untuk dibahas;

. melakukan koordinasi dengan Kasubbag. Humas dan protokol sesuai
tupoksi dan bidang tugasnya;

. melakukan pengawasan terhadap bawahan secara melekat;

i. menghubungi pimpinan dan anggota dewan di komisi terkait untuk

menerima aspirasi;

J. menganalisa perkembangan aspirasi sebagai bahan masukan kepada

DPRD dan Sekretaris DPRD; dan
. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1.1dentitas Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 75 orang
akan tetapi karena ada beberapa angket yang tidak bisa diolah karena tidak
lengkap pengisiannya maka yang bisa dianalisis sebanyak 66 orang. Berikut ini
uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur, tingkat
pendidikan dan masa kerja pegawai.
5.1.1. Tingkat Umur Responden

Umur merupakan factor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam
melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat
berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan
mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi
dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor
kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapaun tingkat umur pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang menjadi

responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

92
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Tabel 5.1. Tingkat umur responden pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Persentase
Tingkat umur (orang) (%)
20-29 16 24.2
30-39 30 455
40-49 17 25.8
Diatas 50 -, 4.5
Jumlah 66 100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan berusia antara 20-50 tahun.
Pegawai dengan usia antara 30-39 tahun lebih banyak hal ini diindikasikan bahwa
perusahaan ini lebih banyak merekrut pegawai yang sudah mengalami
pengalaman kerja yang memadai sedangkan 3 orang atau 4.5% berusia diatas 50
tahun dengan posisi jabatan tertentu.
5.1.2. Tingkat Pendidikan Responden

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap
kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang pegawai maka akan semakin
tinggi pula kinerja yang dimilikinya. Seluruh pegawai yang bekerja memiliki
tingkat pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan instansi. Adapun
tingkat pendidikan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 5.2. Tingkat Pendidikan Responden pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Persentase
Tingkat Pendidikan (orang) (%)
SMU 30 455
DIl 21 31.8
Sarjana 14 22.7
Jumlah 66 100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu dari
tingkat pendidikan SMU, DIIl dan Sarjana. Pegawai terbanyak yang memiliki
tingkat pendidikan SMU sebanyak 30 orang atau sebesar 45.5%, berikutnya yang
memiliki pendidikan DIII sebanyak 21 orang atau sebesar 31.8% dan yang
berpendidikan Sarjana yaitu berjumlah 15 orang atau sebesar 22.7%, hal ini dapat
digambarkan bahwa tingkat pendidikan pegawai sudah dalam kategori memadai
sesuai dengan prosedur pegawai lainnya karena banyak pegawai yang memiliki
tingkat pendidikan SMA.
5.1.3. Masa Kerja Responden

Selain tingkat umur, masa kerja juga dapat berpengaruh terhadap kinerja,
semakin tinggi masa kerja seseorang pegawai maka akan semakin tinggi pula
kinerja yang dimilikinya. Seluruh pegawai yang bekerja pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, memiliki masa kerja yang
berbeda, adapun masa kerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 5.3. Masa Kerja Responden pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Persentase
Masa Kerja (orang) (%)
<5 9 13.6
6-10 18 27.3
11-15 15 22.7
>16 24 36.4
Jumlah 66 100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masa kerja yang tertinggi pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu >
16 tahun. Hal ini berarti semakin lama masa kerja pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan maka diharapkan
pegawai tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik pula.
5.1.4. Jenis Kelamin Responden

Selain masa kerja, jenis kelamin pegawai juga dapat berpengaruh terhadap
kinerja. Adapun jenis kelamin pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.4. Jenis Kelamin Responden pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Persentase
Jenis Kelamin (orang) (%)
Laki-laki 57 86.4
Perempuan 9 13.6
Jumlah 66 100

Sumber : Data Olahan, 2021
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu

sebanyak 57 orang pegawai atau sebesar 86.4% berjenis kelamin laki-laki dan
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sebanyak 9 orang atau sebesar 13.6% berjenis kelamin perempuan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa paling banyak pegawai yang berjenis kelamin
laki-laki, hal ini sesuai tuntutan pekerjaan yang ada di Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument

5.2.1. Uji Validitas

Pengujian validitas setiap instrumen pertanyaan yang digunakan dalam
analisis item dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang
merupakan jumlah skor tiap butir. Mansyur (2010) menyatakan bahwasanya
dalam analisis item, teknik korelasi dalam menentukan validitas item ini sampai
sekarang merupakan teknik pengambilan data yang banyak digunakan.

Kemudian dalam menggunakan interprestasi terhadap koefisien korelasi,
Mansyur menyatakan item yang mempunyai korwelasi positif dengan kriteria skor
total serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item ini memiliki validitas
yang cukup tinggi dan biasanya syarat minimum data untuk dapat memenuhi
syarat apabila r = positif (+), jadi jika korelasi antar pertanyaan dengan skor total
negative (-) maka pertanyaan dalam intrumen tersebut dinyatakan tidak valid atau
tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk penelitian lebih lanjut.

Untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada
konsumen dapat dikatakan valid atau tidaknya maka penulis coba melakukan uji
try out kepada 66 orang responden dengan memberikan 26 pertanyaan untuk

menguji validitas dan reabilitas dari seluruh pertanyaan yang telah diberikan.
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Kuisioner yang diberikan kepada pegawai dibagi kedalam tiga variabel yaitu :
kompetensi, lingkunagn kerja dan kinerja.

Dari hasil pengujian melalui pengukuran validitas dengan menggunakan
korelasi product moment dengan tingkat kepercayaan 95% (o = 0.05%), dengan
cara mengkorelasikan skor masing- masing item dengan skor totalnya. Hasil
pengujian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian

No. Item r hitung r tabel Keterangan
X.1 0.542 0.238 Valid
X.2 0.593 0.238 Valid
X.3 0.601 0.238 Valid
X.4 0.682 0.238 Valid
X.5 0.698 0.238 Valid
1. X.6 0.706 0.238 Valid
Xy 0.738 0.238 Valid
X.8 0.784 0.238 Valid
X.9 0.806 0.238 Valid
X.10 0.813 0.238 Valid
X.11 0.785 0.238 Valid
Y 0.718 0.238 Valid
Y2 0.724 0.238 Valid
Y3 0.763 0.238 Valid
3 Y4 0.791 0.238 Valid
' Y5 0.810 0.238 Valid
Y6 0.825 0.238 Valid
Y7 0.837 0.238 Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 19.00, 2021

Instrument dikatakan valid jika Corrected Item Total Correlations (r
hitung) menunjukkan korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total
atau dengan cara membandingkan nilai korelasi masing- masing item dengan nilai
korelasi tabel (r tabel), jika r hitung > r tabel maka instrument dikatakan valid.
Tabel menunjukkan bahwa butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi yang lebih

besar dari r tabel dengan tingkat oo = 0.05% dan dengan 66 responden maka nilai r
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tabel lebih besar dari 0.238 sehingga butir pertanyaan yang diajukan dinyatakan
valid dan layak dianalisis.
5.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas adalah pengujian yang berkaitan dengan masalah
adanya kepercayaan terhadap alat test (instrument). Suatu instrument dapat
memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila hasil dari pengujian tersebut
menunjukkan hasil yang tetap atau tidak berubah. Dengan kata lain, masalah
reabilitas test atau instrument yang berhubungan dengan penetapan masalah hasil.
Jika terdapat perubahan dalam hasil akhir test atau instrument maka perubahan
tersebut dianggap tidak berarti.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten
bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula Alpha Cronboach, dimana
hasil ujinya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.6 Hasil Uji Relabilitas Instrument Penelitian

Variabel Koefisien Alpha
X 0.901
Y 0.787

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 19.00, 2021

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan pada item- item pertanyaan
yang memiliki validitas. Instrument dinyatakan reliabel jika nilai koefisien
reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6. Hasil uji reliabilitas yang
disajikan pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa masing- masing nilai koefisien
reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga instrument yang digunakan dinyatakan

reliabel.
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5.3. Analisis Kompetensi Pegawai

Pengertian disiplin sering digunakan dalam berbagai pelaksanaan aktivitas
sehari-hari, karena disiplin merupakan tolak ukur dari suatu kegiatan apakah telah
terlaksana dengan baik atau tidak, telah memberikan hasil yang baik atau tidak.
Pengukuran disiplin tidak saja dilakukan oleh sebuah perusahaan atau instansi
atau organisasi, tetapi sering juga digunakan oleh individu atau perorangan,
sehingga pengukuran disipin setiap orang juga selalu berbeda, tergantung dan sisi
mana yang diharapkan dan kedisplinan tersebut, misalnya melakukan pekerjaan
tepat pada waktunya, melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan dan
lain sebagainya.

Disiplin merupakan sarana yang dipakai oleh seorang pimpinan dalam
memberikan fungsi operatif sumber daya manusia yang terpenting. Semakin baik
disiplin pegawai pada sebuah perusahaan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat
dicapai. Sebaliknya, tanpa disiplin pegawai akan memiliki Kinerja yang rendah.

Setiap pimpinan harus dapat memastikan bahwa pegawai tertib dalam
tugas. Dalam konteks disiplin di sini adalah makna keadilan harus dirawat dengan
konsisten. Terhadap pegawai yang menghadapi tantangan tindakan displinier,
pimpinan harus dapat memastikan dan membuktikan bahwa pegawai yang terlibat
dalam kelakuan yang tidak patut dihukum. Di sini para pimpinan perlu berlatih
bagaimana cara mengelola disiplin dengan baik.

Disiplin pegawai memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan
yang bersifat spesifik terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat dan

perilakunya. Penegakan disiplin pegawai yang biasanya dilakukan oleh seorang
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pimpinan. Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang secara suka rela
mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga
seorang pegawai yang dikatakan memiliki kompetensi yang tinggi jika yang
bersangkutan konsekuen, konsisten, taat, asas, bertanggung jawab atas tugas yang
diamanahkan kepadanya. Tingkat kedisiplinan kerja pegawai suatu kantor selain
didasarkan pada kepuasan bagi pegawai dalam mengembangkan potensi
Kinerjanya, juga tergantung pada sistem atau gaya dan kepemimpinan
pimpinannya serta adanya harapan terhadap kompensasi yang diharapkan. Dalam
hal ini bila gaya kepemimpinan yang belum profesional diemban oleh seorang
pemimpin, maka akan memberikan ketidakpuasan atau penurunan kinerja bagi
bawahannya, demikian pula kompensasi yang tidak seimbang, sehingga akan
mengurangi tingkat kepatuhan dan kedisiplinan kerja.

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta
cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan
(pekerjaan) yang dibebankan pada pegawai harus sesuai dengan kemampuan
pegawai bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam
mengerjakannya. Akan tetapi jika pekerjaan itu diluar kemampuannya atau jauh
diluar kemampuannya, maka kesungguhan dan kedisiplinan pegawai rendah.
Inilah pentingnya azaz the right man in the right place and the right man in the
right job.

5.3.1. Tujuan yang dicapai jelas dan ditetapkan secara ideal
Dalam melakukan pekerjaan maka pegawai harus tahu jelas mengenai

tujuan perusahaan yang akan dicapai sehingga pegawai mengerti akan tanggung
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jawab yang akan dilakukan selama mengemban pekerjaaan. Perusahaan
hendaknya pun mampu menetapkan tujuan yang akan dicapai pegawai secara jelas
dan ideal agar semua pegawai dapat mengerti. Untuk mengetahui hasil tanggapan
responden mengenai tujuan yang dicapai jelas dan ditetapkan secara ideal pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka
dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.7 Tanggapan responden mengenai tujuan yang dicapai secara ideal

oleh pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%0)
Sangat berpengaruh 14 20,2 70
Berpengaruh 28 42.4 112
Cukup 16 24.2 48
Tidak berpengaruh 8 vy 16
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 246

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai tujuan yang dicapai secara ideal oleh pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan berpengaruh yaitu sebanyak 28
orang atau sebesar 42.4%, yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 16
orang atau sebesar 24.2%, kemudian yang menyatakan sangat berpengaruh
sebanyak 14 orang atau sebesar 21.2% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 8 orang atau sebesar 12.2% dan tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
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tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan berpengaruh dengan tujuan yang
dicapai jelas dan ditetapkan secara ideal pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Malayu SP Hasibuan (2000:64) Tujuan dan kemampuan ikut
mempengaruhi tingkat kompetensi pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas
dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal
ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada seseorang pegawai
harus sesuai dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, agar ia bekerja
sungguh-sungguh dan berdisiplin berpengaruh untuk mengerjakannya. Disinilah
letak pentingnya asas the rightman in the right place.

5.3.2 Kesesuaian Beban Kerja Dengan Tingkat Pendidikan Pegawai

Pendidikan apapun bentuk dan tingkatnya pada akhirnya menuju kepada
suatu perubahan berpengaruh perilaku, sikap maupun cara berpikir seseorang.
Tingkat pendidikan seseorang dapat dijadikan alat untuk mengukur kemampuan
seseorang tersebut. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, pegawai sebagali
sumber daya manusia sangat mempengaruhi dan memiliki peranan penting dalam
menjalankan tujuan perusahaan tersebut. Salah satu syarat untuk bekerja pada
sebuah organisasi adalah dinilai dari tingkat pendidikannya, karena tingkat
pendidikan yang semakin tinggi akan berakibat pada peningkatan kemampuan
pegawai untuk melaksanakan kewajibannya pegawai dalam bekerja dan dengan
begitu maka sasaran atau tujuan perusahaan aka tercapai. Untuk mengetahui hasil

tanggapan responden mengenai kesesuaian beban kerja dengan  tingkat
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pendidikan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 5.8. Tanggapan responden mengenai kesesuaian beban kerja dengan

tingkat pendidikan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%0)
Sangat berpengaruh 16 24.2 80
Berpengaruh 31 46.9 124
Cukup 14 21.3 42
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 256

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai kesesuaian beban Kkerja dengan tingkat
pendidikan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan yaitu tanggapan responden terbanyak yang menyatakan
berpengaruh yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 46.9%, yang menyatakan
sangat berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 24.2%, kemudian yang
menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 14 orang atau sebesar 21.3%
selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar
7.6% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak berpengaruh.
Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
berpengaruh dengan kesesuaian beban kerja dengan tingkat pendidikan pegawai

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
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Pendidikan apapun bentuk dan tingkatnya pada akhirnya menuju kepada
suatu perubahan berpengaruh perilaku, sikap maupun cara berpikir seseorang.
Tingkat pendidikan seseorang dapat dijadikan alat untuk mengukur kemampuan
seseorang tersebut. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, pegawai sebagali
sumber daya manusia sangat mempengaruhi dan memiliki peranan penting dalam
menjalankan tujuan perusahaan tersebut.

Menurut Siagian (2002:60) bersamaan dengan dilakukannya penelitian
terhadap metode dan proses Kkerjja, beberapa orang dari bagian pelatihan
seberpengaruhnya turut serta untuk meneliti sampai dimana kemampuan pegawai
dalam melaksanakan pekerjaannya, penelitian yang dilakukan oleh mereka akan
bersifat observasi atau pengamatan dilapangan dari penelitian tersebut, team
khusus sumber daya manusia akan mampu mengidentifikasikan kemampuan
pegawai yang sekarang ada dalam mengoperasikan peralatan dan dalam
melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian akan memberikan gambaran apakah atau
berapa banyakkah dari pegawai tersebut yang benar-benar mampu, berapa yang
kurang mampu dan tidak memenuhi syarat sama sekali.

5.3.3. Kesesuaian beban kerja dengan keahlian dan keterampilan pegawai

Selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keahlian atau pengalaman
kerja juga dapat berpengaruh bagi pegawai dalam menjalankan beban yang
diberikan oleh perusahaan. Karena keahlian atau sangat dibutuhkan pekerjaan,
dengan keahlian atau pengalaman kerja yang berpengaruh maka membantu proses
dan dapat berdampak positif dalam menjalankan beban yang diberikan. Semakin

banyak keahlian dan pengalaman kerja pegawai semakin bagus dan berkwalitas
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juga hasil kerja yang diberikan perusahaan. Untuk mengetahui hasil tanggapan
responden mengenai kesesuaian beban kerja dengan keahlian atau keterampilan
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.9. Tanggapan responden mengenai kesesuaian beban kerja dengan

keahlian/keterampilan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 10 b5 50
Berpengaruh 26 39.4 104
Cukup 18 P 54
Tidak berpengaruh {2 18.1 24
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 232

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten  Pelalawan  mengenai  kesesuaian  beban kerja  dengan
keahlian/keterampilan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu tanggapan responden terbanyak yang
menyatakan berpengaruh yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar 39.4%, yang
menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 18 orang atau sebesar 27.3%, kemudian
yang menyatakan sangat berpengaruh sebanyak 10 orang atau sebesar 15.2%
selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 12 orang atau sebesar
18.1% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak berpengaruh.
Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka dapat ditarik kesimpulan

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
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berpengaruh dengan kesesuaian beban kerja dengan keahlian/keterampilan
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan.

Apabila keahlian atau pengalaman kerja dapat membantu pegawai dalam
menjalankan beban kerjanya maka pegawai juga dapat menciptakan disiplin
dalam bekerja. Henry Simamora menyatakan bahwa salah satu kriteria dalam
penyeleksian pegawai pada sebuah perusahaan yaitu pengalaman dan kinerja masa
lalu. Banyak perusahaan yang menyakini bahwa kinerja masa lalu pada pekerjaan
serupa dapat menjadi indikator terberpengaruh dari kinerja dimasa yang akan
datang. Selain itu, perusahaan-perusahan kerap menganggap pengalaman sebagai
indikator yang bagus dari kemampuan yang telah melakukan pekerjaan
sebelumnya dan melamar pekerjaan serupa tentulah mengemari pekerjaan tersebut
dan mampu bekerja dengan disiplin yang berpengaruh.

5.3.4. Pimpinan Memberi Contoh Yang Berpengaruh Dengan Disiplin Dalam
Bekerja Pegawai

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan
dalam mengejar tujuan yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya pimpinan
yang dapat dan mampu menggerakkan para pegawainya dalam melaksanakan
aktivitas kerja secara disiplin. Peranan pimpinan dalam rangka mempengaruhi
pegawainya agar mau melaksanakan disiplin untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sangat penting sekali. Peranan pimpinan dalam rangka mempengaruhi
para pegawai agar mau melaksanakan disiplin untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sangat penting sekali.
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Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai pimpinan
memberi contoh yang berpengaruh dengan disiplin dalam bekerja pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat
dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.10. Tanggapan responden mengenai pimpinan memberi contoh yang

berpengaruh dengan disiplin dalam bekerja pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan
Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 11 16.7 55
Berpengaruh 34 1% 136
Cukup 16 24.2 48
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 249

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai pimpinan memberi contoh yang berpengaruh
dengan disiplin dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu tanggapan responden terbanyak yang
menyatakan berpengaruh yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 51.5%, yang
menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 16 orang atau sebesar 24.2%, kemudian
yang menyatakan sangat berpengaruh sebanyak 11 orang atau sebesar 16.7%
selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar
7.6% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak berpengaruh.
Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka dapat ditarik kesimpulan

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
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berpengaruh dengan pimpinan memberi contoh yang berpengaruh dengan disiplin
dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan.

Menurt Malayu SP Hasibuan (2000:64) teladan pimpinan sangat berperan
dalam menentukan kompetensi pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan
panutan oleh para bawahannya Pimpinan harus memberi contoh yang
berpengaruh, berdisiplin berpengaruh, jujur, adil serta sesuai kata dengan
perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang berpengarun maka kompetensi
pegawaipun akan ikut berpengaruh. Tetapi jika teladan pimpinan kurang
berpengaruh (kurang berdisiplin), maka para bawahanpun juga akan kurang
disiplin. Hal inilah yang mengharuskan agar pimpinan mempunyai
kedisiplinan yang berpengaruh supaya para bawahanpun berdisiplin berpengaruh
pula.

5.3.5. Pimpinan Bersikap Jujur Dalam Bekerja Pegawai

Pimpinan sangat berperan penting dalam menentukan kompetensi
pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahnnya.
Pimpinan juga harus menerapkan dan memberikan contoh yang berpengaruh,
jujur dan adil kepada pegawainya. Dengan sifat-sifat pemimpin yang berpengaruh
tersebut maka dapat dipelajari dan diterapkan oleh bawahan sehingga hal
ini dapat mempengaruhi dan menciptakan hubungan kerja yang berpengaruh dan
harmonis. Pada intinya berbagai kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi
dalam mengejar tujuan yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya pimpinan

yang dapat dan mmampu menggerakkan para pegawainya dalam melaksanakan
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aktivitas kerja secara disiplin. Pimpinan yang bertindak jujur dan adil dalam
bekerja sangat mempengaruhi dan mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai,
karena pada dasarnya sifat dan ego manusia yang selalu merasa dirinya penting
dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai pimpinan
bersikap jujur dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.11. Tanggapan responden mengenai pimpinan bersikap jujur dalam

bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%0)
Sangat berpengaruh 38 57.6 190
Berpengaruh 13 19.6 52
Cukup 10 e 7 30
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 282

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai pimpinan bersikap jujur dalam bekerja pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 38 orang atau sebesar 57.6%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
13 orang atau sebesar 19.6%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 10 orang atau sebesar 15.2% selanjutnya yang menyatakan tidak

berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada responden yang
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menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
pimpinan bersikap jujur dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Kartini Kartono (2000:35) juga seorang pimpinan adalah
memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terberpengaruh, untuk
merangsang kesediaan bekerja dari para pengikut dan bawahan. Pimpinan
merangsang bawahan agar mereka mau bekerja guna mencapai sasaran-sasaran
organisasi maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi. Maka kepemimpinan
yang mampu memotivasi orang lain akan sangat mementingkan aspek-aspek
psikis manusia seperti pengakuan martabat, status sosial, kepastian emosional,
memperhatikan keinginan dan kebutuhan pegawai, kegairahan kerja, minat dan
lain-lain.

5.3.6. Pimpinan Bersikap Adil Dalam Bekerja Pegawai

Dalam melakukan pekerjaan maka pimpinan harus adil dalam
memperlakukan pegawai dalam melakukan setiap pekerjaaan agar pegawai
merasa nyaman dalam melakukan segala kegiatannya. Untuk mengetahui hasil
tanggapan responden mengenai pimpinan bersikap adil dalam bekerja pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat

dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 5.12. Tanggapan responden mengenai pimpinan bersikap adil dalam
bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 13 19n7 65
Berpengaruh 28 42.4 112
Cukup 20 30.3 60
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 247

Sumber : Data Olahan, 2021
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan
responden yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pimpinan bersikap adil dalam bekerja
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
yaitu tanggapan responden terbanyak yang menyatakan berpengaruh yaitu
sebanyak 28 orang atau sebesar 42.4%, yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 20 orang atau sebesar 30.3%, kemudian yang menyatakan sangat
berpengaruh sebanyak 13 orang atau sebesar 19.7% selanjutnya yang menyatakan
tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan
responden tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan berpengaruh dengan
pimpinan bersikap adil dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
Menurt Malayu SP Hasibuan (2000:68) teladan pimpinan sangat berperan

dalam menentukan kompetensi pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan
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panutan oleh para bawahannya Pimpinan harus memberi contoh yang
berpengaruh, berdisiplin berpengaruh, jujur, adil serta sesuai kata dengan
perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang berpengaruh maka kompetensi
pegawaipun akan ikut berpengaruh. Tetapi jika teladan pimpinan kurang
berpengaruh (kurang berdisiplin), maka para bawahanpun juga akan kurang
disiplin. Hal inilah yang mengharuskan agar pimpinan mempunyai kedisiplinan
yang berpengaruh supaya para bawahanpun berdisiplin berpengaruh pula.

Melayu SP Hasibuan bahwa keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan
dalam pemberian balas jas (pengakuan) atau hukuman akan merangsang
terciptanya kedisiplinan pegawai yang berpengaruh. Manajer atau pimpinan yang
cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap semua
bawahannya. Dengan keadilan yang berpengaruh akan menciptakan kedisiplinan
yang berpengaruh pula. Jadi keadilan harus diterapkan dengan berpengaruh pada
setiap perusahaan supaya kedisiplinan pegawai perusahaan berpengaruh pula.
Sedangkan Sondang P Siagian menyatakan pemeliharaan hubungan antara
pimpinan dan pegawainya pada perusahaan harus selalu waspada jangan sampai
persepsi ketidak adilan timbul, apalagi mawas dikalangan para pegawai. Apabila
sampai terjadi maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi perusahaan seperti
ketidakpuasan, tingkat kemangkiran yang tinggi, sering terjadinya kecelakaan
dalam penyelesaian tugas, sering para pegawai berbuat kesalahan dalam
melakukan pekerjaan masing masing, pemogokan atau bahkan perpindahan

pegawai keperusahaan lainnya.
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5.3.7. Pengawasan Moral Dan Gairah Kerja Bawahan Pegawai

Pengawasan adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan
kedisiplinan pegawai perusahaan tingkah laku pegawai merupakan perwujudan
dari sikap yang dilaksanakan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan perlu
dilakukan pengawasan. Terkadang kala tingkah laku merupakan wujud dan
keteladanan pimpinan.

Keteladanan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kompetensi
pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya.
Apakah pimpinan melakukan pengawasan selama bekerja dan untuk tersebut
maka pimpinan sudah dapat digolongkan pemimpin yang perhatian dan
mengawasi pegawainya dalam bekerja. Tetapi pimpinan juga harus tetap lebih
memperhatikan dan mengawasi pegawainya agar pegawai tersebut lebih merasa
nyaman dan berdisiplin dalam bekerja.

Pimpinan yang jarang melakukan pengawasan selama bekerja menurut
hasil tanggapan responden diatas, mungkin dipengaruhi oleh waktu dan
kesibukannya dalam bekerja, dengan begitu pimpinan juga di tuntut dapat bisa
membagi waktu antara pekerjaan dan pegawai. Untuk mengetahui hasil tanggapan
responden mengenai pengawasan moral dan gairah kerja bawahan pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat

dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 5.13. Tanggapan responden mengenai pengawasan moral dan gairah
kerja bawahan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 17 25.7 85
Berpengaruh 29 43.9 116
Cukup 13 19.7 39
Tidak berpengaruh Y/ 10.7 14
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 254

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai pengawasan moral dan gairah kerja bawahan
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
yaitu tanggapan responden terbanyak yang menyatakan berpengaruh yaitu
sebanyak 29 orang atau sebesar 43.9%, yang menyatakan sangat berpengaruh
sebanyak 17 orang atau sebesar 25.7%, kemudian yang menyatakan cukup
berpengaruh sebanyak 13 orang atau sebesar 19.7% selanjutnya yang menyatakan
tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau sebesar 10.7% dan tidak ada responden
yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan
responden tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan berpengaruh dengan
pengawasan moral dan gairah kerja bawahan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Hasibuan (2000:64) waskat (pengawasan melekat) adalah

tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kompetensi pegawai
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organisasi, karena dengan waskat ini berarti atasan harus aktif dan langsung
mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya.
Waskat efektif merangsang disiplin dan moral kerja pegawai. karena pegawai
merasa dapat perharian, bimbingan, petunjuk, pengarahan-pengarahan dan
pengawasan dan atasannya.

5.3.8. Pencegahan Terjadinya Kesalahan Pelaksanaan Tugas Pegawai

Pimpinan bukan hanya bertugas untuk memberikan perintah atau beban
kerja kepada pegawai dan pimpinan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap
pegawainya dalam melaksanakan beban kerja. Akan tetapi pimpinan juga harus
aktif dan ikut turun tangan langsung melakukan pengawasan kerja pegawainya
agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, dengan demikian maka hasil kerja
pegawai yang diberikan akan lebih berpengaruh dan berkwalitas.

Dengan adanya pengawasan pimpinan tersebut maka pegawai dapat
menjalankan beban kerjanya dengan benar dan lebih berpengaruh karena ada
pemimpin yang mengawasi pegawainya dalam bekerja. Untuk mengetahui hasil
tanggapan responden mengenai pencegahan terjadinya kesalahan pelaksanaan
tugas pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 5.14. Tanggapan responden mengenai pencegahan terjadinya
kesalahan pelaksanaan tugas pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 33 50 165
Berpengaruh 1.9 28.8 76
Cukup 9 13.6 27
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 278

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai pencegahan terjadinya kesalahan pelaksanaan
tugas pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan vyaitu tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat
berpengaruh yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 50%, yang menyatakan
berpengaruh sebanyak 19 orang atau sebesar 28.8%, kemudian yang menyatakan
cukup berpengaruh sebanyak 9 orang atau sebesar 13.6% selanjutnya yang
menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada
responden yang menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil
tanggapan responden tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat
berpengaruh dengan pencegahan terjadinya kesalahan pelaksanaan tugas pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pernyataan tentang pengawasan pimpina kepada pegawainya ini

dikemukakan oleh Melayu SP Hasibuan yang menyatakan dengan adanya
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pengawasan berarti atasan atau pimpinan harus aktif dan langsung mengawasi
perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi bawahannya. Hal ini berarti atasan
selalu ada atau hadir ditempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan
petunjuk. Jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
pekerjaannya. Pengawasan yang efektif juga dapat merangsang kedisiplinan dan
moral kerja pegawai. Pegawai merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk,
pengarahan dan pengawasan dari atasannya.

Sedangkan M. Manulang menyatakan rungsi kelima dari seorang
pemimpin adalah pengawasan. Fungsi merupakan setiap pimpinan yang terakhir,
setelah fungsi-fungsi merencanakan, mengorganisasi, menyusun tenaga kerja dan
memberi perintah. Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan
dengan usaha menyelamatkan jalannya perusahaan kearah pulau cita-cita yakni
kepada tujuan yang telah direncanakan.

5.3.9. Pimpinan Mengoreksi Kesalahan Pelaksanaan Tugas Pegawai

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kerja, maka
pimpinan harus mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan kerja pegawai
tersebut. Dalam hal ini dituntut pimpinan yang selalu melakukan pengawasan,
karena pengawasan menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan dengan
bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan, maupun pegawai. Dengan
kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan, maka terwujudlah kerjasama
yang berpengarun dan harmonis dalam perusahaan yang mendukung
terbinanya kedisiplinan pegawai yang berpengaruh. Pada intinya pengawasan

efektif yang dilakukan pimpinan sangat berpengaruh besar terhadap hasil kerja
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pegawai dan hubungan dengan pegawai tersebut. Karena pegawai merasa
mendapat  perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari
pimpinannya.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai kesalahan
pelaksanaan tugas pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.15. Tanggapan responden mengenai mengoreksi kesalahan

pelaksanaan tugas pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%0)
Sangat berpengaruh 31 46.9 155
Berpengaruh 21 ) 84
Cukup 8 12.1 24
Tidak berpengaruh 6 o 12
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 275

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai mengoreksi kesalahan pelaksanaan tugas pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 31 orang atau sebesar 46.9%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
21 orang atau sebesar 31.9%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 8 orang atau sebesar 12.1% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 6 orang atau sebesar 9.1% dan tidak ada responden yang

menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
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tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
mengoreksi kesalahan pelaksanaan tugas pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Hasibuan (2000:69) hubungan pegawai ini juga akan ikut
menentukan tingkat produktifitas kerja dari para pegawai tersebut. Hubungan
pegawai yang tidak serasi akan menurunkan tingkat produktifitas kerja para
pegawai perusahaan. Hal ini di sebabkan oleh karena di dalam penyelesaian tugas-
tugasnya para pegawai akan merasa terganggu atau di ganggu dengan hal- hal lain
sebagai akibat dari tidak serasinya hubungan pegawai yang ada di dalam
perusahaan tersebut. Di dalam rangka perwujudan hubungan pegawai yang serasi
ini, inaka peranan manajemen perusahaan yang bersangkutan akan sangat di
harapkan kehadirannya. Perhatian dan pengarahan pimpinan perusahaan yang
cukup akan dapat mendorong terciptanya hubungan pegawai yang serasi. Di
dalam hal ini manajemen perusahaan yang bersangkutan sangat perlu untuk
mempertimbangkan motivasi kerja pegawai dan mendorongnya untuk keperluan
yang positif. Tanpa adanya perhatian dari manajemen perusahaan yang
bersangkutan, maka hubungan pegawai ini akan menjadi kurang serasi dan
sebagai akibatnya tingkat produktifltas kerja dari perusahaan tersebut akan
mengalami penurunan.

5.3.10. Penerapan Sanksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan

pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, maka pegawai akan
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semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku
indisipliner pegawai akan berkurang. Dalam menanggulangi hal tersebut
pimpinan ditutut harus aktif dalam memperhatikan tingkah laku pegawainya
dalam melaksanakan pekerjaan dan apabila salah satu pegawai melanggar
ketentuan atau peraturan maka pimpinan harus bersikap arif dan bijaksana dalam
memberikan sanksi hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan, hal mi diharapkan agar
tercipatnya kedisiplinan pegawai yang berpengaruh. Pimpinan harus lebih
bijaksana dalam menjatuhkan tindakan disiplin atau sanksi hukuman apabila
pegawai melanggar peraturan atau ketentuan perusahaan, karena kedisiplinan
kerja pegawai yang berpengaruh dapat berpengaruh terhadap pencapaianb tujuan
perusahaan dan dapat menciptakan hubungan yang berpengaruh dan harmonis
antara pimpinan dengan pegawai.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai penerapan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 5.16. Tanggapan responden mengenai penerapan sanksi sesuai

ketentuan yang berlaku pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 34 51.6 170
Berpengaruh 17 25.7 68
Cukup 10 15.1 30
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 278

Sumber : Data Olahan, 2021
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
yaitu tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 34 orang atau sebesar 51.6%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
17 orang atau sebesar 25.7%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 10 orang atau sebesar 15.1% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Malayu SP Hasibuan berat atau ringannya sangksi hukuman yang akan
diterapkan ikut mempengarubi berpengaruh atau buruknya kesiplinan pegawai. Sanksi
hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk atau terlalu berat
supaya hukuman itu tetap mendidik pegawai untuk mengubah perilakunya. Sangksi
hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkjatan yang indisipliner, bersifat
mendidik dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan daiam
perusahaan.

Hal serupa juga dikemukakan olen Anwar Prabu Mangkunegara yang

menyatakan bahwa pengawai yang melanggar disiplin haras segera diberikan sanksi
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dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuan agar pegawai yang bersangkutan
memahami sanksi pelanggaran yang berlaku diperusahaan. Kelalaian pemeberian
sanksi akan meperlemah disiplin yang ada. Disamping itu, memberikan peluang
pelangar untuk mengaberpengaruhan disiplin perusahaan.
5.311. Penerapan Sanksi Dengan Tegas Dan Adil Pegawai

Selain harus memberikan sanksi hukuman dengan ketentuan yang berlaku,
pimpinan juga harus mengambil tindakna dengan tegas dan adil dalam
memberikan sanksi hukuman, karena ketegasan pimpinan dalam melakukan
tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai perusahaan. Dengan demikian
ketegasan dan keadilan pimpinan merupakan perwujudan dari tingginya disiplin
yang dijalankan pegawai didalam perusahaan. Dengan mengambil tindakan tegas
dan adil dalam memberikan sanksi hukuman, pimpinan diharapkan dapat
menciptakan dan memelihara kompetensi pegawai yang berpengaruh didala
perusahaan. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai penerapan
sanksi dengan tegas dan adil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 5.17. Tanggapan responden mengenai penerapan sanksi dengan tegas

dan adil pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 41 62.1 205
Berpengaruh 12 18.2 48
Cukup 8 12.1 24
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 287

Sumber : Data Olahan, 2021
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai penerapan sanksi dengan tegas dan adil pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 41 orang atau sebesar 62.1%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
12 orang atau sebesar 18.2%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 8 orang atau sebesar 12.1% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
penerapan sanksi dengan tegas dan adil pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Hasibuan (2000:70) ketegasan pimpinan dalam melakukan
tindakan akan mempengaruhi kompetensi pegawai organisasi. Pimpinan harus
berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner
sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani
bertindak tegas menerapkan hukuman bagi pegawai yang indisipliner akan
disegani dan diakui kepemimpinannya oleh bawahan. Ketegasan pimpinan
menegur dan menghukum setiap pegawai yang indsipliner akan mewujudkan

kompetensi pegawai yang balk dalam suatu organisasi.
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Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai

kompetensi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan, yaitu :

Tabel 5.18. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel

Kompetensi
Klasifikasi Jawaban
. Sangat
No. Indikator Sega Berpen FIge< Tidak | Total
Berpen Cukup | Berpen
garuh Berpen | Skor
garuh garuh
garuh
1 Tujuan yang dlcapal jelas dan 14 28 16 8 i 246
ditetapkan secara ideal
o | Kesesuaian beban kerja dengan 16 31 14 5 i 256
tingkat pendidikan
3 Keses_ualan beban _kerJa dengan 10 26 18 12 i 232
keahlian/keterampilan
Pimpinan memberi contoh
4. | yang berpengaruh dengan al ) 34 16 5 - 249
disiplin dalam bekerja
5 P|mp|_nan bersikap jujur dalam 38 13 10 5 i 282
bekerja
6. lepl_nan bersikap adil dalam 13 28 20 5 i 247
bekerja
7 Pengawasan moral dan gairah 17 29 13 - ) 254
kerja bawahan
8. Pencegahan terjadinya 33 19 9 5 i 278
kesalahan pelaksanaan tugas
9. Mengoreksi kesalahan 31 21 8 5 ] 975
pelaksanaan tugas
10. Penerapan sanksi sesuai 34 17 10 5 i 278
ketentuan yang berlaku
11 Penerapan sanksi dengan tegas 41 12 8 5 i 087
dan adil
Total Skor 2884

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel diatas mengenai rekapitulasi mengenai variable kompetensi

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat

dilihat jumlah skor yang diperoleh yaitu sebesar 2884. Dibawah ini dapat

diketahui nilai tertinggi dan nilai terendah sebagai berikut :
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Nilai Tertinggi =11x5x66 =3630
Nilai Terendah =11x1x66 =726
Untuk mencari interval koefisien nya adalah :

Skor Maksimal — Skor Minimum = 3630 - 726 = 2904= 581
Skor 5 5

Dan untuk mengetahui tingkat kategori mengenai variable kompetensi
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka

dapat ditentukan dibawah ini :

Sangat Berpengaruh = 3047 - 3630
Berpengaruh = 2467 - 3047
Cukup = 1887 - 2467
Tidak Berpengaruh = 1307 - 1887

Sangat Tidak Berpengaruh =726 - 1307

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat kategori mengenai
variable kompetensi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan berada pada kategori berpengaruh. Hasil tanggapan
responden yang menyatakan sangat berpengaruh karena responden bertanggapan
bahwa selama melakukan pekerjaan responden mentaati segala peraturan yang ada
sehingga kompetensi dapat terwujud. Peraturan yang dibuat juga berdasarkan
kemampuan masing-masing pegawai dalam melakukan pekerjaan.
5.4. Analisis Kinerja Pegawai

Kelangsungan hidup suatu perusahaan salali satunya tergantung pada
kinerja pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan karena pegawai merupakan

unsur perusahaan terpenting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan
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perusahaan menjadi kurang efektif apabila banyak pegawainya yang tidak
berprestasi dan hal ini akan menimbulkan pemborosan bagi perusahaan. Oleh
karena itu kinerja pegawai harus benar-benar diperhatikan.

Pengertian kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan
pencapaian standar keberhasilan yang telah ditentukan oleh instansi kepada
pegawai sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing pegawainya.
Metode atau teknik penilaian prestasi kerja pegawai dapat digunakan dengan
pendekatan yang berorientasi masa lalu dan masa depan. Dalam prakteknya tidak
ada satupun teknik yang paling sempurna, yang jauh lebih penting dalam metode
ini adalah bagaimana meminimumkan masalah-masalah yang mungkin didapat
pada setiap teknik yang digunakan.

Kinerja pegawai yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerja
sama pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya pegawai yang
memiliki kinerja yang rendah akan sulit untuk mencapai hasil-hasil yang
berpengaruh. Dengan adanya kinerja yang tinggi, maka pegawai akan berusaha
keras mengatasi kesukaran berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya. Sementara
ini kinerja rendah yang memiliki pegawai akan lebih tidak menguntungkan lagi
pada saat-saat pegawai mengalami kesulitan dalam bekerja dan pegawai tersebut
akan mudah menyerah kepada keadaan dari pada mengatasi kesukaran tersebut.
Oleh karena itulah usaha untuk meningkatkan kinerja kerja yang sangat perlu
diperhatikan, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian kebijakan

motivasi dan semangat kerja yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Hail kinerja
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yang berpengaruh dapat dilihat dari factor kualitas dan kuantitas yang dihasilkan
pegawai.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden yang merupakan pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
mengenai Kinerja pegawai maka dapat diliha pada tabel-tabel berikut ini :

5.4.1. Ketelitian Dalam Bekerja Pegawai

Dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan maka pegawai dituntut
untuk selalu teliti atas apa yang akan dilakukan. Apalagi sebagai profesi pegawai
maka ketelitian dituntu agar tidak berdampak buruk pada kesehatan pasien yang
akan ditangini dan dilayani. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden
mengenai ketelitian dalam bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.19. Tanggapan responden mengenai ketelitian dalam bekerja

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%0)
Sangat berpengaruh 13 19.7 65
Berpengaruh 34 51.5 136
Cukup 11 16.7 33
Tidak berpengaruh 8 12.1 16
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 250

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai ketelitian dalam bekerja pegawai pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan vyaitu tanggapan
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responden terbanyak yang menyatakan berpengaruh yaitu sebanyak 34 orang atau
sebesar 51.5%, yang menyatakan sangat berpengaruh sebanyak 13 orang atau
sebesar 19.7%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 11
orang atau sebesar 16.7% selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh
sebanyak 8 orang atau sebesar 12.1% dan tidak ada responden yang menyatakan
sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka
dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan berpengaruh dengan ketelitian dalam bekerja
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan.

Menurut Siagian (2000:64) ketekunan haruslah dianut oleh setiap pegawai
karena terdapatnya manfaat besar bagi instansi maupun pegawai yang dinilai.
Bagi instansi penilaian ketekunan ini penting karena dengan tindakan ini moral
pegawai dapat dipertinggi juga program latihan bagi pegawai tindakan promosi
dan untuk tindakan pemindahan ketekunan itu dapat memberikan seharusnya bagi
instansi tersebut.

5.4.2. Kecakapan Dalam Bekerja Pegawai
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai kecakapan dalam
bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan,

maka dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 5.20. Tanggapan responden mengenai kecakapan dalam bekerja
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 40 60.6 200
Berpengaruh 18 27 72
Cukup 5 726 15
Tidak berpengaruh 3 4.5 6
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 293

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai kecakapan dalam bekerja pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 40 orang atau sebesar 60.6%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
18 orang atau sebesar 27.3%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 3 orang atau sebesar 4.5% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
kecakapan dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Hasibuan, dalam menjalankan pekerjaannya, kemampuan adalah

hal yang paling penting diperhatikan, kemampuan (ability) yang merupakan total
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dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dipertanggung
jawabkan, kemampuan atau kecakapan merupakan kumpulan dari pengetahuan
yang dimiliki yaitu: prosedur kerja yang praktis, teknis-teknis khusus dan disiplin
ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam membuat keputusan kebijaksanaan dan
dalam situasi manajemen.
5.4.3. Tanggung Jawab Dalam Bekerja Pegawali

Pegawai yang melakukan pekerjaan maka dituntut memiliki tanggung
jawab yang tinggi, hal ini dapat merupakan sikap berpengaruh yang harus
ditunjukkan dari pegawai. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai
tanggung jawab dalam bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 5.21. Tanggapan responden mengenai tanggung jawab dalam bekerja

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 35 534, 175
Berpengaruh 17 Phsy 68
Cukup 9 13.6 27
Tidak berpengaruh 3 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 280

Sumber : data olahan
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pelalawan mengenai tanggung jawab dalam bekerja pegawai pada
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Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan vyaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 35 orang atau sebesar 53.1%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
17 orang atau sebesar 25.7%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 9 orang atau sebesar 13.6% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
tanggung jawab dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Acmad S. Ruky bersamaan dengan dilakukannya penelitian
terhadap metode dan proses kerja, beberapa orang dari bagian pelatihan
seberpengaruhnya turut serta untuk meneliti sampai dimana kemampuan pegawai
dalam melaksanakan pekerjaannya, penelitian yang dilakukan oleh mereka akan
bersifat observasi atau pengamatan dilapangan dari penelitian tersebut, team
khusus sumber daya manusia akan mampu mengidentifikasikan kemampuan
pegawai yang sekarang ada dalam mengoperasikan peralatan dan dalam
melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian akan memberikan gambaran apakah atau
berapa banyakkah dari pegawai tersebut yang benar-benar mampu, berapa yang

kurang mampu dan tidak memenuhi syarat sama sekali.
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5.4.4. Ketepatan Waktu Dalam Bekerja Pegawai

Salah satu factor penentu sebagai tolak ukuran kinerja pegawai adalah
pegawai dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan perusahaan dengan tepat
waktu. Dengan waktu yang dipergunakan seluruhnya untuk bekerja maka
pekerjaan yang diberikan kepada pegawai telah optimal. Tetapi jika dalam
melaksanakan pekerjaan banyak bermain atau waktunya tidak digunakan
sepenuhnya untuk bekerja maka hasil yang diberikan dapat saja tidak sesuai
dengan standar yang telah ditentukan. Untuk mengetahui hasil tanggapan
responden mengenai ketepatan wakt dalam bekerja pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat dilihat pada table
berikut ini:
Tabel 5.22. Tanggapan responden mengenai ketepatan waktu dalam bekerja

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 16 24.3 80
Berpengaruh 31 46.9 124
Cukup 10 W) 30
Tidak berpengaruh 9 13.6 18
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 252

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai ketepatan waktu dalam bekerja pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan vyaitu

tanggapan responden terbanyak yang menyatakan berpengaruh yaitu sebanyak 31
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orang atau sebesar 46.9%, yang menyatakan sangat berpengaruh sebanyak 16
orang atau sebesar 24.3%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 10 orang atau sebesar 15.2% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 9 orang atau sebesar 13.6% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan berpengaruh dengan ketepatan
waktu dalam bekerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan.

Kartini Kartono berpendapat pada umumnya management berperan atau
berfungsi merencanakan, mengorganisir, melakukan evaluasi dan mengontrol
segenap aktifitas organisasi serta administrasi. Maka keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan yang ingin diraih bergantung pada kepemimpinannya
yaitu apakah kepemimpinan tersebut mampu menggerakkan semua sumber daya
manusia, sumber daya alam, sarana, dana dan waktu secara efektif-efisien serta
terpadu dalam proses manajemen. Karena itu kepemimpinan merupakan inti dari
organisasi, manajemen dan administrasi.

5.4.5. Hasil Kerja Yang Berpengaruh Pegawai

Tingkat kinerja pegawai dapat dilihat berdasarkan kemampuan, kecakapan
dan keahlian pegawai dalam melakukan dan menyelesaikan beban kerja yang
diberikan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat kemampuan dan keahlian kerja
pegawai maka akan semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawai tersebut, dengan

begitu maka pencapaian atas tujuan perusahaan akan terwujud. Untuk mengetahui
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hasil tanggapan responden mengenai hasil kerja yang berpengaruh pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat
dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.23. Tanggapan responden mengenai hasil kerja yang berpengaruh

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 39 59.1 195
Berpengaruh 15 22.7 60
Cukup v/ 10.6 21
Tidak berpengaruh 5 7.6 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 286

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai hasil kerja yang berpengaruh pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu
sebanyak 39 orang atau sebesar 59.1%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
15 orang atau sebesar 22.7%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh
sebanyak 7 orang atau sebesar 10.6% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.6% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan hasil
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kerja yang berpengaruh pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Kartini Kartono juga seorang pimpinan adalah memunculkan dan
mengembangkan sistem motivasi terberpengaruh, untuk merangsang kesediaan
bekerja dari para pengikut dan bawahan. Pimpinan merangsang bawahan agar
mereka mau bekerja guna mencapai Sasaran-sasaran organisasi maupun untuk
memenuhi tujuan-tujuan pribadi. Maka kepemimpinan yang mampu memotivasi
orang lain akan sangat mementingkan aspek-aspek psikis manusia seperti
pengakuan martabat, status sosial, kepastian emosional, memperhatikan keinginan
dan kebutuhan pegawai, kegairahan kerja, minat dan lain-lain.

5.4.6. Penyelesaian Pekerjaan Pegawai

Daam memiliki Kinerja pegawai dapat dianalisa berdasarkan waktu kerja
pegawai yang telah ditetapkan perusahaan, karena waktu sangat berpengaruh
besar terhadap kualitas dan kemampuan pegawai dalam bekerja. Pegawai harus
dapat memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien dalam melaksanakan
pekerjaan, dengan begitu maka pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai akan
selesai dengan tepat waktu dan pekerjaan tersebut akan lebih berpengaruh dan
berkualitas. Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai penyelesaian
pekerjaan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 5.24. Tanggapan responden mengenai penyelesaian pekerjaan pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan
Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 44 66.6 220
Berpengaruh 15 22% 60
Cukup 5 726 15
Tidak berpengaruh 2 CAll 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 305

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai penyelesaian pekerjaan pegawai pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu tanggapan
responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu sebanyak 44
orang atau sebesar 66.6%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 15 orang atau
sebesar 22.7%, kemudian yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 5 orang
atau sebesar 7.6% selanjutnya yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 2
orang atau sebesar 3.1% dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak
berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan berpengaruh dengan penyelesaian pekerjaan pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara menghemat waktu karena para

pegawai padat mengambil berbagai keputusasn sendiri dengan memastikan bahwa
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mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk
mengambil keputusan yang benar.
5.4.7. Pencapaian Target Pekerjaan Pegawai

Salah satu factor penentu sebagai tolak ukuran kinerja pegawai adalah
pegawai dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan perusahaan dengan tepat
waktu. Dengan waktu yang dipergunakan seluruhnya untuk bekerja maka
pekerjaan yang diberikan kepada pegawai telah optimal. Untuk mengetahui hasil
tanggapan responden mengenai pencapaian target pekerjaan pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka dapat
dilihat pada table berikut ini:
Tabel 5.25. Tanggapan responden mengenai pencapaian target pekerjaan

pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan

Klasifikasi Frekuensi Presentase Skor
Jawaban (orang) (%)
Sangat berpengaruh 31 46.9 155
Berpengaruh 22 33.3 88
Cukup 8 12.1 24
Tidak berpengaruh 5 7 10
Sangat tidak - - -
berpengaruh
Total 66 100 277

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui hasil tanggapan responden
yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan mengenai pencapaian target pekerjaan pegawai pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan vyaitu
tanggapan responden terbanyak yang menyatakan sangat berpengaruh yaitu

sebanyak 31 orang atau sebesar 46.9%, yang menyatakan berpengaruh sebanyak
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22 orang atau sebesar 33.3%, kemudian yang menyatakan sangat berpengaruh
sebanyak 8 orang atau sebesar 12.1% selanjutnya yang menyatakan tidak
berpengaruh sebanyak 5 orang atau sebesar 7.7% dan tidak ada responden yang
menyatakan sangat tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil tanggapan responden
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan pegawai pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sangat berpengaruh dengan
pencapaian target pekerjaan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pelalawan.

Menurut Hasibuan perusahaan maupun organisasi menggunakan penilaian
prestasi kerja bagi para pegawai atau individu mempunyai maksud sebagai
langkah administratif dan pengembangan. Secara administratif, perusahaan atau
organisasi dapat menjadikan penilaian prestasi kerja sebagai acuan atau standar di
dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan pegawai,
termasuk untuk promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi, pemberhentian, dan
penghargaan atau penggajian.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai
kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pelalawan, vyaitu :



Tabel 5.26. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Variabel
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Kinerja
Klasifikasi Jawaban
. Sangat
No. Indikator Sangat Berpen Tidak Tidak | Total
Berpen Cukup | Berpen
garuh Berpen | Skor
garuh garuh
garuh
1. | Ketelitian bekerja 13 34 11 8 - 250
2. | Kecakapan kerja 40 18 5 3 - 293
3. | Tanggungjawab 39 Fiff 9 5 - 280
4. | Ketepatan dalam bekerja 16 31 10 9 - 252
5. | Hasil kerja yang berpengaruh 39 15 T 5 - 286
6. | Penyelesaian pekerjaan 44 15 5 2 - 305
7. | Pencapaian target kerja 31 22 8 5 - 277
Total Skor 1943

Sumber : Data Olahan
Dari tabel diatas mengenai rekapitulasi mengenai variable kinerja pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat
jumlah skor yang diperoleh yaitu sebesar 1943. Dibawah ini dapat diketahui nilai
tertinggi dan nilai terendah sebagai berikut :

=7X5Xx66

Nilai Tertinggi =2310

Nilai Terendah =7Xx1x66 =462

Untuk mencari interval koefisien nya adalah :

Skor Maksimal — Skor Minimum = 2310 - 462 = 1848= 370
Skor 5 5

Dan untuk mengetahui tingkat kategori mengenai variable kinerja pegawai
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, maka

dapat ditentukan dibawabh ini :

Sangat Berpengaruh =1942 - 2310
Berpengaruh = 1572 - 1942
Cukup =1202 - 1572
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Tidak Berpengaruh =832 - 1202
Sangat Tidak Berpengaruh =462 - 832

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat kategori mengenai
variable kinerja pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan berada pada kategori sangat berpengaruh. Hasil tanggapan
responden yang menyatakan sangat berpengaruh bahwa Kinerja yang telah
dihasilkan oleh pegawai dapat memberikan kualitas yang berpengaruh selama
melakukan pekerjaan. Pegawai juga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan
dengan berpengaruh dan dapat diselesaikan dengan berpengaruh.
5.5. Pengaruh Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan

5.5.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui nilai regresi antara pengaruh kompetensi kerja terhadap
kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 5.27. Hasil Perhitungan Regresi Sederhana

Coefficients®

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 13.250 5.992 2.212 .034
kompetensi kerja .792 .203 .550 3.900 .000

a. Dependent Variable: kinerja
Data hasil tanggapan responden kemudian didistribusikan ke dalam

program SPSS untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor tersebut dapat

dilihat dengan menggunakan analisis regresi liniar yang diperoleh dengan
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menggunakan program SPSS sehingga dapat diperoleh persamaan seperti berikut
ini:
Y =13,250 + 0,792X

Dari persamaan tersebut diperoleh suatu gambaran bahwa koofisien
regresi dari variabel yaitu b bertanda positif. Hal ini berarti variabel kompetensi
kerja ditingkatkan akan berdampak terhadap terhadap kinerja. Untuk kompetensi
kerja memberikan angka koofisien regresi parsial yang positif sebesar 0,792
terhadap variabel kinerja. Nilai ini memberi indikasi bahwa jika terjadi
peningkatan variabel kompetensi kerja sebesar 1% maka variabel kinerja akan
meningkat menjadi 79,2%.
5.5.2. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengukuran

dilakukan dengan menghitung angka koofisien determinasi (RZ) mendekati 1
maka makin tepat suatu garis linier dipergunakan sebagai pendekatan terhadap
penelitian. Persamaan regresi selalu disertai dengan R? sebagai ukuran kecocokan.
Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 5.28 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson
Square Estimate
1 .550° .303 .283 5.18673 1.613

a. Predictors: (Constant), kompetensi_kerja

b. Dependent Variable: kinerja
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Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R? sebesar 0,303 hal ini
menunjukkan 30,3% perubahan terhadap seharusnya ditentukan oleh variabel
bebas yakni variabel kompetensi kerja dan kinerja pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan sedangkan 69,7% lagi
ditentukan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

5.5.3. Uji—t

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel
bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Untuk uji t dengan memperhatikan t
hitung apakah signifikan apabila t hitung > t tabel.

Tabel 5.29 Hasil Perhitungan Uji t

Coefficients®

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 13.250 5.992 2.212 .034
kompetensi_kerja .792 .203 .550 3.900 .000

a. Dependent Variable: kinerja
Untuk variabel kompetensi kerja, t hitung adalah 3,900 sedangkan t-tabel

yaitu (0,05;37) = 1,687 karena t hitung (3,900) > dari t tabel (1,687) maka Ho
ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi
kerja berpengaruh terhadap variabel Kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik diatas maka dapat disimpulkan bahwa
variabel kompetensi kerja berpengaruh signifikan terhadap Kkinerja pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. Hasil
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penelitian ini sesuai dengan penelitian Fariz Ramanda Putra (2013) yang
menyimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas kompetensi kerja
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai.

Kompetensi  pegawai pada suatu bidang pekerjaan dengan
mempertimbangkan kesesuaian pengetahuan, kesesuaian keterampilan dan
kesesuaian sikap dari pegawai yang bersangkutan merupakan hal yang sangat
penting untuk menghasilkan kinerja yang diinginkan. Dengan kesesuaian
pengetahuan seorang pegawai dapat melaksanakan tugas dan pekerjaanya dengan
mudah. Pegawai akan membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk
mempelajari tugas — tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga akan
mengurangi waktu dalam pelaksanaan pelatihan dan orientasi terhadap upaya
peningkatan produktifitas kerja, dan biaya pelatihan dapat lebih efesien terhadap
kesesuaian keterampilan juga merupakan persyaratan kompetensi pegawai yang
sangat penting, karena dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai
akan lebih mudah melaksanakan tugas — tugasnya.

Keterampilan (skill) merupakan suatu kompetensi yang diperlihatkan
dalam kinerja melalui perilaku yang dapat diamati, atau dengan kata lain
keterampilan adalah suatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas
pekerjaan yang dibebankan kepadanya, misalnya dengan keterampilan dapat
memanfaatkan alat bantu, maka pegawai akan mampu menyelesaikan tugas yang
diberikan secara relatiflebih cepat.

Kesesuaian sikap juga merupakan persyaratan penting dalam kompetensi

pegawai untuk menghasilkan kinerj dengan baik, karena sikap merupakan
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kesiapan mental yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman yang
memunyai pengaruh tertentu terhadap cara tanggap seseorang terhadap orang lain,
obyek/pekerjaan dan situasi yang berhubungan dengannya.

Faktor — faktor lain yang juga mempengaruhi Kinerja pegawai adalah
kebijakan pimpinan yang sering tidak sejalan dengan aturan yang ada. Kebijakan
yang dikeluarkan banyak dipengaruhi karena adanya kedekatan hubungan antara
pimpinan dengan pegawai yang bersangkutan, seperti halnya kedekatan hubungan
kekeluargaan, selain itu faktor kompetensi yang dimiliki oleh pegawai juga sangat
berpengaruh terhadap kinerjanya, yaitu kemampuan menjalankan tugas atau
pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh

sikap yang menjadi karakteristik individu.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini disajikan beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari
penelitian dan analisa tentang pengaruh kompetensi kerja terhadap kinerja
pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan
yaitu :

1. Hasil tanggapan responden mengenai kompetensi kerja pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam kategori
setuju, hal ini menandakan bahwa dalam bekerja, kompetensi kerja yang
ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pegawai.

2. Hasil tanggapan responden mengenai kinerja pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam kategori setuju hal
ini menandakan bahwa dalam bekerja pegawai sudah dapat merasa puas
dengan apa yang diberikan instansi, hal itu dapat berupa kompetensi kerja
yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan dan lingkungan kerja yang
nyaman.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi kerja terhadap
variabel kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pelalawan.
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6.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dan mungkin akan menjadi
masukan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan yaitu :

1. Pimpinan di instansi tersebut hendaknya memperhatikan kompetensi kerja
yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan kerja serta kebutuhan
pegawai juga sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai, salah satunya
dengan memberikan program pelatihan dan pendidikan untuk pegawai.

2. Perlunya perhatian terhadap para pegawai dengan memperhatikan
kemampauan atau pengetahuan yang dimiliki pegawai agar kompetensi
yang akan diberikan kepada pegawai sesuai dengan tuntutan tugas dan
berdampak pada peningkatan kinerjanya.

3. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel pendamping
lainnya sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih bervariatif lagi

guna pengembangan ilmu dan kemajuan instansi yang diteliti.
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